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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemberian bantuan JICA 
sebagai salah satu bentuk dari terjalinnya hubungan bilateral antara Jepang dengan 
Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan dampak 
serta menganalisis prospek pemberian bantuan JICA pada bidang kesehatan di 
Sulawesi Selatan. Penelitian ini dibatasi dalam rentang waktu 2007 sampai 
dengan 2012 dan lebih fokus membahas pemberian bantuan dalam program 
PRIMA Kesehatan yang merupakan bentuk kerjasama JICA dengan pemerintah 
Sulawesi Selatan pada bidang kesehatan. Penulisan Skripsi ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif analitik. Teknik penelitian yang digunakan penulis 
adalah studi pustaka, penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak yang 
terkait. Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis 
kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui terlaksananya pemberian 
bantuan ini, baik pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia khususnya 
provinsi Sulawesi Selatan mencapai kepentingannya masing-masing. Bagi Jepang, 
pemberian bantuan ini bertujuan untuk membangun hubungan diplomatik yang 
baik dengan Indonesia dan menstabilkan kebijakan pemerintahan negara penerima 
bantuan dalam hal ini Indonesia sehingga menguntungkan bagi pemerintah Jepang 
sendiri. Sedangkan bagi provinsi Sulawesi Selatan sendiri, pemberian bantuan ini 
tentunya sangat membantu pembangunan infrastruktur layanan kesehatan serta 
pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Adapun dampak yang diperoleh 
Provinsi Sulawesi Selatan berupa meningkatkan kapasitas pemberdayaan 
masyarakat sebagai pelaku aktif dalam kegiatan pelayanan kesehatan dan 
mengoptimalkan kinerja pemangku kepentingan di wilayah kabupaten target 
(Barru, Wajo dan Bulukumba). Mengenai prospek pemberian bantuan ini ke 
depannya, dapat dilihat dari tujuan awal pelaksanaan program yaitu bagaimana 
tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang pemerintah Indonesia, dalam hal 
ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif pembangunan. 
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Andriana Reski Anwar, E13110010. In "Analyzes of JICA (Japan 
International Cooperation Agency)’s Assistance on the Health Sector in South 
Sulawesi". Under the guidance of Adi Suryadi B. as Supervisor I and Nur Isdah 
as Supervisor II. Department of International Relations Science, Faculty of Social 
and Political Sciences, Hasanuddin University. 
 
This study described about JICA‟s assistance on the health sector in South 
Sulawesi as one of the outcomes of Indonesia – Japan relations. This study aimed 
to identify and explain about the impact of JICA's assistance on the health sector, 
especially in South Sulawesi. This study also aimed to analyze the prospects of 
JICA‟s assistance on the health sector in South Sulawesi. This thesis took time 
limit that is 2007 up to 2012 and focused in PRIMA Kesehatan project, a result of 
cooperation between JICA and South Sulawesi government. The writing of this 
thesis used descriptive analytical method. Research technique used by the author 
are literature studies, field observation and interviews with related officers. As for 
analyzed the data, the author used qualitative analysis technique. 
 
The results showed that through the implementation of this assistance, 
both Japanese and Indonesian government, in this case South Sulawesi 
government, achieved their own interests. For Japan, through this aid, aimed to 
established diplomatic relations with Indonesia and to stabilized the Indonesian 
government policy as the recipient country so it profitable for Japanese 
government‟s own. As for South Sulawesi, this assistance helped the government 
for  increased the capacity of community empowerment as the active participants 
in health services and it also optimized the performance of stakeholders in target 
districts (Barru, Wajo and Bulukumba). Regarding the prospect of this assistance, 
it can be seen from the original purpose of the program that is how to achieve 
long-term development goals Indonesian government, in this case placing people 
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A. Latar Belakang 
Hubungan yang terjalin antara satu negara dengan negara lain dewasa 
ini berlangsung dalam berbagai macam bentuk kerjasama. Kerjasama yang 
berlangsung di dunia internasional pada dasarnya dikarenakan adanya suatu 
kesadaran bahwa suatu negara tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya 
secara mandiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Dalam ilmu hubungan 
internasional, selain konflik dan kesiagaan militer, interaksi utama antar-
pemerintah dan antar-bangsa sebenarnya dari aspek ekonomi. Dimensi 
ekonomi selalu hadir, baik dalam hubungan antar-pemerintah, organisasi 
pemerintah, perusahaan, individu, maupun aktor-aktor non-pemerintah. 
Salah satu bentuk  interaksi dalam dunia internasional yaitu pemberian 
bantuan dari negara maju kepada negara berkembang. Pemberian bantuan 
asing merupakan instrumen kebijakan luar negeri. Contoh bentuk kerjasama 
internasional tersebut adalah pemberian bantuan Jepang melalui JICA (Japan 
International Cooperation Agency) kepada beberapa negara berkembang, 
termasuk Indonesia. 
Pemerintah Jepang merupakan salah satu negara yang dianggap paling 
sukses dalam membangun perekonomiannya. Hal ini terbukti dari perjalanan 
panjang sejarah pembangunan ekonomi Jepang yang terbagi menjadi dua 
bagian yakni: pada abad ke-19 (zaman restorasi meiji sebagai industrialisasi 
awal Jepang) sampai awal Perang Dunia Kedua, serta dari masa pertumbuhan 
 
 
cepat (pasca Perang Dunia Kedua, 1950-an) hingga saat ini. Itu semua 
tentunya dapat menjadi bukti untuk memperkuat posisi Jepang sebagai negara 
yang mampu untuk memajukan perekonomiannya, terutama untuk masa 
setelah PD II, dimana keadaaan ekonomi Jepang dapat berubah secara drastis, 
dari negara yang miskin menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan 
ekonomi besar di dunia, khususnya di wilayah Asia. 
Kerjasama yang dilaksanakan oleh Jepang memanfaatkan dana dan 
teknologi yang dimiliki melalui kerangka bantuan pembangunan resmi atau 
dikenal dengan Official Development Assistance (ODA). ODA Jepang 
dilaksanakan dengan tujuan memberikan sumbangsih dalam perdamaian dan 
pembangunan masyarakat dunia yang juga akan memberikan jaminan 
terhadap keamanan dan kesejahteraan Jepang sendiri. Dalam pelaksanaannya, 
ODA Jepang memiliki beragam bentuk kerjasama baik melalui institusi 
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional 
lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing negara 
berkembang yang menerima bantuan. ODA terdiri dari dua bentuk kerangka 
kerjasama yaitu ODA Bilateral dan ODA Multilateral. ODA Bilateral yang 
dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam membina hubungan 
bilateral Jepang dengan negara berkembang melalui bantuan yang dirancang 
berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Sedangkan, ODA 
Multilateral disalurkan melalui berbagai organisasi internasional dengan 
 
 
mempertimbangkan aspek-aspek yang dibutuhkan serta sebagai bentuk 
netralitas Jepang dalam lingkup internasional. 
1
 
Jika dilihat dari nilai sejarahnya, hubungan bilateral Indonesia dan 
Jepang memiliki kaitan yang sangat erat dan menarik untuk dikaji dikarenakan 
Indonesia merupakan negara bekas jajahan Jepang. Walaupun didasarkan atas 
kisah masa lalu yang suram, namun saat ini kedua negara tersebut telah 
menjalin hubungan persahabatan yang sangat erat dalam bentuk kerjasama 
dan pertukaran di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan 
sebagainya. Sejak tahun 1960-an Indonesia telah menerima bantuan ekonomi 
yang cukup besar dari Jepang dibandingkan dengan bantuan dari negara-
negara  barat. Mengulirnya bantuan Jepang ke Indonesia sebagai akibat krisis-
krisis politik ekonomi yang muncul pada akhir tahun 1965. 
2
 
JICA merupakan organisasi untuk menyalurkan ODA Jepang (Japan’s 
Official Development Assistance) yang bertujuan memberikan kontribusi 
terhadap perdamaian dan pengembangan komunitas internasional. Dalam hal 
ini, bantuan yang diberikan berupa bentuk teknis dan pinjaman atau hibah. 
Adapun pernyataan misi JICA adalah sebagai berikut: 
"We, as a bridge between the people of Japan and developing 
countries, will advance international cooperation through the sharing 
of knowledge and experience and will work to build a more peaceful 
and prosperous world” 3 
 
                                                          
1
 Japan’s Official Development Assistance White Paper 2010, hal. 20. 
2
 Siti Daulah Wiratno, 1991, “Kebijaksanaan Bantuan Ekonomi Jepang Kepada Indonesia”, Jurnal 
studi Jepang, pusat studi Jepang UGM, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, Vol. 1, hal. 45. 
3
 JICA Mission Statement, diakses melalui http://www.jica.go.jp/english/about/mission/index.html 
pada 6 Desember 2013. 
 
 
Dari pernyataan misi tersebut, dapat dikatakan bahwa JICA merupakan salah 
satu bentuk perpanjangan kepentingan nasional Jepang dalam melakukan 
kerjasama internasional dengan negara-negara di dunia khususnya negara 
berkembang dengan mengatasnamakan perdamaian dunia.  
ODA telah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam 
memperkuat fungsi pembuatan kebijakan Departemen Luar Negeri Jepang, 
sehingga berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan strategi bantuan 
bagi suatu negara serta meningkatkan kapasitas bantuan JICA dalam tiga pilar 
utama operasionalnya yaitu untuk meningkatkan kapasitas perencanaan 
program dan proyek, membangun kapasitas pelaksanaan yang fleksibel serta 
upaya meminimalisasi biaya dan penguatan tata kelola pemerintahan. 
4
  
Sebagai organisasi yang bertugas mengelola ODA, JICA bertugas 
untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM), transfer teknologi dan 
pembangunan infrastuktur di negara-negara penerima bantuan melalui 
kerjasama teknis, pinjaman dan hibah yang didasarkan pada kepentingan 
masing-masing negara. 
5
 Dalam melaksanakan misinya, ada banyak isu yang 
menjadi fokus dari JICA untuk membantu negara berkembang. Infrastruktur 
ekonomi yang masih berkembang, pengurangan tingkat kemiskinan, dan 
pemberdayaan SDM dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 
suatu negara, merupakan beberapa isu yang menjadi fokus dari program ini.  
Indonesia merupakan negara berkembang yang kesejahteraan 
masyarakatnya terus meningkat seiring waktu, walaupun demikian masih 
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terdapat kesenjangan di beberapa wilayah yang cukup besar. Secara khusus 
dapat dilihat bahwa kondisi kawasan timur Indonesia berada di bawah rata-
rata nasional. Oleh karena itu, merupakan prioritas nasional untuk melakukan 
pembangunan di kawasan ini. Sulawesi Selatan merupakan pusat kawasan 
timur Indonesia yang memainkan peran penting dan strategis dalam 
pembangungan sosial-ekonomi beberapa daerah tertinggal di Indonesia. 
Isu kesehatan memang merupakan isu yang terbilang baru dalam dunia 
hubungan internasional. Di satu dasawarsa terakhir ini, dunia hubungan 
internasional menunjukkan adanya berbagai kecenderungan baru yang secara 
substansial sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Isu kesehatan 
menjadi fokus utama di beberapa negara karena hal ini menyangkut 
kelangsungan hidup masyarakat dunia dan telah timbul kesadaran pentingnya 
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Permasalahan yang dihadapi 
negara berkembang termasuk Indonesia adalah kurangnya akses pelayanan 
kesehatan yang layak dan masih sangat kurangnya pemahaman masyarakat 
tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi mereka khususnya yang berada di 
daerah pelosok. Oleh karena itu, salah satu fokus pemberian bantuan JICA 
kepada negara-negara berkembang adalah pada bidang kesehatan. 
Berbagai program kesehatan telah dilaksanakan oleh pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan dukungan dari berbagai sumber. Namun 
demikian, masih dibutuhkan pengembangan model promosi kesehatan yang 
lebih baik. Sebagai respon atas permintaan pemerintah provinsi terhadap 
dukungan JICA, dibentuklah Program Peningkatan Kapasitas Manajemen 
 
 
Kesehatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Republik Indonesia 
(PRIMA Kesehatan) yang pelaksanaannya dimulai pada bulan Februari 2007. 
PRIMA Kesehatan adalah program kerjasama teknis antara pemerintah 
Indonesia dengan JICA yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan 
kesehatan dasar di tingkat masyarakat melalui manajemen berbasis 
masyarakat, partisipasi masyarakat serta dukungan yang proposional dari 
pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam desentralisasi. 
Kerjasama pemberian bantuan JICA dengan pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan menandakan adanya hubungan bilateral Indonesia - Jepang. 
Pemberian bantuan ini merupakan bentuk sarana perpanjangan kepentingan 
nasional Jepang dengan Indonesia. Adanya kerjasama ini didasari oleh 
berbagai motif kepentingan dari kedua belah pihak, baik dari pihak Indonesia 
maupun dari pihak Jepang sendiri.  
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis merasa 
perlu mengadakan penelitian tentang “Analisis Bantuan JICA (Japan 
International Cooperation Agency) pada Bidang Kesehatan di Sulawesi 
Selatan”. 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian 
ini yaitu menganalisis bantuan JICA pada bidang kesehatan di Sulawesi 
Selatan. Isu kesehatan menjadi fokus utama di beberapa negara karena hal ini 
menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dunia dan telah timbul kesadaran 
pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pada 
 
 
beberapa penelitian tentang pemberian bantuan asing sebelumnya, masih 
kurang yang membahas pada bidang kesehatan. 
Permasalahan yang dihadapi Indonesia, khususnya di wilayah pelosok 
daerah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut aktif dalam 
pembangunan pelayanan kesehatan bagi mereka. Oleh karena itu, salah satu 
fokus pemberian bantuan JICA pada bidang kesehatan adalah Program 
Peningkatan Kapasitas Manajemen Kesehatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Selatan (PRIMA Kesehatan) yang merupakan bentuk kerjasama teknis antara 
JICA dan Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Adapun bentuk bantuan yang 
diberikan dalam program ini berupa grant (hibah) dan teknis (tenaga ahli). 
Kerjasama JICA dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
bidang kesehatan telah berlangsung sejak lama. Namun pada penelitian ini, 
penulis hanya akan berfokus pada rentan waktu 2007-2012. Hal ini 
dikarenakan, program PRIMA Kesehatan dilaksanakan mulai pada Februari 
2007. Selain itu pada tahun 2008, terjadi perubahan fungsi JICA sehingga 
menghasilkan “JICA Baru” sehingga penulis merasa perlu untuk mengetahui 
apakah terdapat perubahan pada implementasi pemberian bantuan yang telah 
berjalan sebelumnya. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 




2. Bagaimana prospek pemberian bantuan JICA pada bidang kesehatan di 
Sulawesi Selatan? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian ini 
dilaksanakan dengan tujuan: 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak pemberian bantuan JICA 
pada bidang kesehatan di Sulawesi Selatan. 
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan prospek pemberian bantuan JICA 
pada bidang kesehatan di Sulawesi Selatan. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: 
1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan studi Ilmu 
Hubungan Internasional di masa mendatang. 
2. Diharapkan mampu memberikan informasi baru bagi para dosen, 
mahasiswa dan orang-orang yang tertarik mendalami Ilmu Hubungan 
Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional khususnya 
mengenai isu kerjasama internasional, organisasi internasional maupun 
bantuan asing. 
3. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademisi dan praktisi 
yang mengambil kebijakan. 
D. Kerangka Konseptual 
Kerjasama yang dilakukan antara Jepang dan Indonesia melalui JICA 
menandakan adanya hubungan bilateral antar kedua negara tersebut. Menurut 
Jack C. Plano dan Roy Olton, hubungan bilateral adalah hubungan kerjasama 
 
 
yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari 
kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional 
merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup 
bangsa dan negara. 
Salah satu karakter politik global yang paling penting pada awal abad 
kedua puluh ini adalah semakin menjamurnya organisasi internasional di 
penjuru dunia. Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama 
yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang 
lengkap dan jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta 
melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna 




Cheever dan Haviland mendefinisikan organisasi internasional secara 
sederhana sebagai: 
“Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a 
basic agreement, to perform some mutually advantageous functions 
implemented trough periodic meetings and staff activities”. 7 
 
Organisasi internasional digambarkan sebagai pengaturan bentuk kerjasama 
internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berdasarkan 
atas status persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungi-fungsi yang memberi 
manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta 
kegiatan-kegiatan staff secara berkala. 
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Angkasa, hal. 2-3. 
 
 
Pembentukan, tujuan dan kelangsungan hidup organisasi-organisasi 
internasional bergantung pada negara. Organisasi internasional secara umum 
dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut :   
1. Organisasi internasional antar  pemerintah (inter governmental 
organization) yang sering lazim disingkat menjadi IGO. Anggotanya 
adalah pemerintah atau wakil istansi yang mewakili pemerintahan suatu 
negara secara  resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum 
publik. 
2. Organisasi internasional  non-pemerintah (non governmental 
organization) yang sering juga lazim disingkat  dengan peristilahan NGO 
atau INGO (international  non governmental organization). Kegiatan 
administrasinya biasanya diatur berlandaskan pada hukum perdata. 
8
 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggolongkan JICA sebagai salah 
satu bentuk IGO (inter governmental organization), karena merupakan suatu 
organisasi perwakilan dan menjadi perpanjangan kepentingan nasional 
pemerintah Jepang dalam memberikan bantuan bagi negara-negara 
berkembang di seluruh dunia berdasarkan hubungan bilateral yang dijalin, 
termasuk Indonesia 
9
 yang salah satu diantaranya yaitu kerjasama dengan 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada bidang Kesehatan. 
Ketika membahas mengenai kerjasama, baik itu bilateral maupun 
multilateral, maka tidak hanya unsur ekonomi saja yang berperan di dalamnya, 
tetapi juga unsur politik seperti kekuasaan. Begitu pula dengan hubungan 
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http://www.jica.go.jp/english/about/organization/index.html pada 6 Desember 2013. 
 
 
internasional pada masa kini dimana tidak semata-mata berbicara mengenai 
penyelesaian masalah-masalah dunia yang hanya berkaitan dengan konflik dan 
kesiagaan militer saja, namun juga telah melibatkan dimensi ekonomi dalam 
proses pelaksanaan hubungan antar aktor internasional. Pada saat ini pula, 
politik dunia tidak bisa di pahami lagi hanya sebatas melalui satu perpekstif 
saja, studi hubungan internasional tidak cukup bila hanya membahas soal 
politik tanpa mempelajari ekonomi. Maka dari itu, dikarenakan keterkaitan 
antara ekonomi (kesejahteraan) dan politik (kekuasaan) inilah sehingga 
dikenal dalam hubungan internasional sebagai ekonomi politik internasional. 
Ekonomi Politik Internasional (EPI) menurut Mochtar Mas‟oed didefinisikan 
sebagai studi tentang saling hubungan antara ekonomi dan politik dalam arena 
internasional.
10
 Salah satu jenis dari pelaksanaan ekonomi politik internasional 
yaitu pemberian bantuan asing.  
Bantuan asing digunakan aktor-aktor internasional dalam melakukan 
kerjasama. Secara umum, Holsti mendefinisikan bantuan asing sebagai 
pemindahan dana, barang, atau nasehat teknis dari satu negara donor kepada 
negara penerima yang merupakan sarana kebijakan yang telah digunakan 
dalam hubungan luar negeri. Hanya negara-negara besar yang dapat 
menggunakan bantuan asing sebagai sarana kebijaksanaan yang efektif untuk 
menopang diplomasi mereka, dan hal inipun tidak menyalurkan bantuan 
dalam jumlah besar kepada semua negara yang masih kurang maju.  
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Lebih lanjut, Holsti membagi empat macam tipe utama bantuan asing, 
yaitu: 
1. Bantuan militer 
2. Bantuan teknik 
3. Grants (hibah dan program impor komoditi) 
4. Pinjaman pembangunan 11 
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa JICA bertugas 
untuk memperkuat SDM, transfer teknologi dan pembangunan infrastruktur di 
negara-negara penerima bantuan. Tipe bantuan yang diberikan baik melalui 
kerjasama teknis, pinjaman maupun hibah disesuaikan dengan kepentingan 
masing-masing negara.  
Adapun motif pelaksanaan pemberian bantuan luar negeri adalah tidak 
terlepas juga dari motivasi para pemberi bantuan asing (negara donor). 
Terdapat 4 motivasi negara donor, yaitu: 
1. Motif kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di 
negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi. 
2. Motif politik, yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan image negara 
donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri 
baik dari politik domestic dan hubungan luar negeri donor. 
3. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan 
luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan 
mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada 
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kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan memiliki 
sisi ekonomi. 
4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor. 12 
Bantuan asing umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik 
jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau 
pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang bantuan asing 
dimaksudkan untuk membantu menjamin beberapa tujuan politik negara 
donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau 
kebijakan publik semata. Akan tetapi, pada umumnya negara donor 
mengatasnamakan motivasi moral, kemanusiaan dan perdamaian dunia dalam 
melaksanakan misinya. 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu dimana 
penulis akan lebih banyak mengumpulkan data lalu menganalisisnya lebih 
jauh berdasarkan pada teori yang digunakan. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
meliputi telaah pustaka (library research), penelitian lapang dan 
wawancara dengan para informan yang memiliki kapabilitas terhadap 
masalah-masalah yang diteliti. Adapun beberapa tempat yang mendukung 
pencarian data penulisan penelitian ini antara lain: 
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a. Perpustakaan Universitas Hasanuddin 
b. Perpustakaan Universitas Fajar 
c. Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 
d. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Barru 
e. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo 
f. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 
g. Kantor Perwakilan JICA (Japan International Cooperation Agency) di 
Makassar 
h. Kantor BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) di 
Makassar 
i. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 
3. Jenis Data 
Dalam penulisan ini, jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder 
dari berbagai literatur terkait dan data primer dari hasil interview dengan 
narasumber yang ahli di bidangnya. Adapun data sekunder yang 
dibutuhkan adalah data mengenai bentuk bantuan yang telah diberikan 
JICA di Indonesia khususnya di bidang kesehatan, serta data mengenai 
proses berjalannya pemberian bantuan tersebut. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data 
hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif yang digunakan untuk 






A. Hubungan Bilateral 
Kerjasama yang dilakukan oleh Jepang dengan Indonesia melalui 
JICA menandakan adanya hubungan bilateral yang baik antar kedua negara 
tersebut. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, hubungan bilateral adalah 
hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya 
tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan 
nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan 
hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer 
dan kesejahteraan hidup. Hubungan bilateral mengacu kepada hubungan 
politik, ekonomi maupun budaya yang melibatkan dua negara. Hingga saat ini, 
kebanyakan diplomasi internasional dilakukan secara bilateral. 
13
 
Budiono Kusumohadimidjojo menyatakan bahwa: 
“Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerja sama di antara kedua 
negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di 
seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian 
dengan memperhatikan keamanan politik, kebudayaan, dan struktur 
ekonomi”.14 
 
Pernyataan di atas menjelaskan bahwa semua negara di belahan dunia 
manapun dapat menjalin hubungan bilateral satu sama lain tanpa dipengaruhi 
oleh letak geografisnya. Akan tetapi, hubungan bilateral yang terjalin karena 
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adanya kepentingan yang ingin dicapai masing-masing negara baik itu dalam 
bidang pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi maupun budaya. 
Sesuai dengan yang dinyatakan oleh D. Krisna bahwa hubungan 
bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan saling 
mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara kedua pihak. 
15
 
Dalam pernyataan ini, dijelaskan bahwa hubungan bilateral terjalin 
dikarenakan adanya motif-motif kepentingan. Kata timbal balik menekankan 
pada adanya aksi reaksi dalam hubungan bilateral. Dalam konteks negara, 
hubungan timbal balik diartikan sebagai win-win solution dimana kepentingan 
masing-masing negara terpenuhi. 
Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam 
dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan 
internasional ini berubah dari waktu ke waktu  sesuai dengan dinamika 
hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam 
konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. 
Kerjasama bilateral dapat pula di artikan dengan adanya kepentingan yang 
mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu 
bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama. 
Hubungan bilateral yang terjalin dengan adanya pemberian bantuan 
ODA Jepang melalui JICA kepada Indonesia menandakan adanya kepentingan 
yang ingin dicapai kedua negara tersebut. Pemerintah Jepang telah 
memberikan ODA kepada Indonesia sejak tahun 1967 dengan pemikiran 
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bahwa pemberian hutang kepada negara-negara yang dahulu pernah 
dijajahnya dapat melakukan rekontruksi pembangunan negaranya. Jepang 
menganggap Indonesia memiliki posisi yang penting secara geografis untuk 
kepentingan lintas transportasi laut Jepang, khususnya dalam memasok 
keperluan akan minyak dan gas bumi serta komoditas lainnya dari Indonesia. 
Disisi lain, Indonesia sangat berminat mendapatkan ODA karena merupakan 
pinjaman lunak dengan bunga hanya 2% dan masa jatuh tempo selama 30 
tahun. Bantuan ini tentu sangat berguna dalam pembangunan infrastruktur 
dalam berbagai bidang di Indonesia. 
B. Intergovernmental Organization (IGO) 
Istilah organisasi internasional menurut Daniel S. Cheever dan H. 
Field Haviland Jr secara sederhana didefinisikan sebagai: 
“Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a 
basic agreement, to perform some mutually advantageous functions 
implemented trough periodic meetings and staff activities”. 
 
Organisasi internasional digambarkan sebagai pengaturan bentuk kerjasama 
internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berdasarkan 
atas status persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang 
memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-
pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. 
16
 Dari definisi yang 
dikemukakan Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr tersebut mencakup 
adanya tiga unsur yaitu keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama, 
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adanya pertemuan-pertemuan secara berkala serta adanya staf yang bekerja 
sebagai pegawai sipil internasional (international civil servant).
17
 
Dalam hal ini Teuku May Rudy berpendapat lebih lengkap dan 
menyeluruh jika organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama 
yang melintas batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang 
jelas dan lengkap serta diharapkan serta diproyeksikan untuk berlangsung 
untuk melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga 
guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta 
disepakati bersama baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antar 
sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda. Lebih lanjut 
beliau menyatakan unsur-unsur untuk suatu organisasi internasional, yaitu 
kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara, mencapai tujuan 
yang disepakati bersama baik antar pemerintah maupun non-pemerintah. 




JICA merupakan organisasi internasional milik pemerintah atau yang 
dikenal dengan IGO (Intergovernmental Organization), dianggap sebagai 
perpanjangan kebijakan nasional suatu negara. Akan tetapi, IGO tidak dapat 
menggantikan kedudukan atau wewenang atas berbagai kebijakan internal dan 
eksternal dari negara tersebut. Seperti yang dijelaskan Peter Sutch dan Juanita 
Elias dalam bukunya International Relations: The Basics, bahwa: 
                                                          
17
 Ibid., hal. 50. 
18
 Ibid., hal. 51-52. 
 
 
International organization has long been concerned with the role of 
intergovernmental organization – viewing this organizations, made up 
of states, as part of the arena of international politics or high politics. 
Debates about the role of intergovernmental organization in world 
politics have their origins in the early twentieth century international 
relations theory of idealists who saw a specific role of them in 




Bentuk organisasi internasional lebih merujuk kepada bentuk organisasi 
antarpemerintah (IGO). Hal ini dikarenakan, organisasi internasional yang 
pada umumnya terdiri dari negara-negara merupakan bagian dari  
terlaksananya politik internasional atau yang dikenal dengan istilah high 
politics. Perdebatan mengenai peran IGO dalam ranah politik dunia dimula 
dengan munculnya teori-teori yang dikemukakan oleh para idealis hubungan 
internasional pada awal abad ke-20 yang melihat peran spesifik dari organisasi 
internasional dalam menjaga hubungan damai antar negara. 
JICA sebagai salah satu bentuk IGO merupakan suatu organisasi 
perwakilan dan menjadi perpanjangan kepentingan nasional pemerintah 
Jepang dalam memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang di seluruh 
dunia berdasarkan hubungan bilateral yang dijalin, termasuk Indonesia yang 
salah satu diantaranya yaitu kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan pada bidang kesehatan. JICA merupakan organisasi internasional 
global yang bertujuan sebagai pegelola ODA Jepang ke negara-negara 
berkembang di penjuru dunia tidak hanya terkhusus pada suatu regional saja. 
Berdasarkan taraf kewenangannya, penulis menggolongkan JICA sebagai 
organisasi kerjasama (cooperative organization) yang terlaksana karena 
                                                          
19




adanya kerjasama antar pemerintah Jepang dengan negara-negara berkembang 
penerima bantuan, termasuk Indonesia. Sedangkan berdasarkan fungsi 
organisasinya, penulis menggolongkan JICA sebagai organisasi politik 
dikarenakan JICA merupakan bentuk perpanjangan dari kebijakan luar negeri 
pemerintah Jepang dalam melaksanakan kerjasama dengan negara-negara 
penerima bantuan yang didasarkan atas adanya kepentingan yang ingin 
dicapai oleh masing-masing negara. 
Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia 
untuk bekerjasama, sekaligus menjadi sarana untuk bekerjasama, sekaligus 
sebagai sarana untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul melalui 
kerjasama tersebut. Peranan organisasi internasional dibagi ke dalam tiga 
kategori, yaitu: 
1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh beberapa 
negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan 
tujuan politik negaranya. 
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi 
anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-
masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan 
oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah negerinya, ataupun 




3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat 
keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau 
paksaan dari luar organisasi. 
20
 
Organisasi internasional sebagai instrumen, dipakai oleh anggota-
anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO (Inter 
Governmental Organization) dimana anggota-anggotanya merupakan negara 
berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. 
Maksudnya bahwa organisasi internasional dalam konstitusinya adalah 
mereka berposisi lebih dari bagian-bagiannya yaitu negara. Namun, dalam 
kasus tertentu organisasi internasional tidak lebih dari instrumen dari 
kebijakan pemerintah, sebagai alat untuk diplomasi dari berbagai negara-
negara berdaulat. Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka 
implikasinya adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah 
disetujui dalam bentuk institusional untuk pengaturan secara multilateral 
aktivitas negara-negara dalam lingkup tertentu. Organisasi internasional 
penting bagi pencapaian kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral 
tetap menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang pemerintah nasional.  
Dalam hal ini JICA, sebagai institusi atau organisasi milik pemerintah, 
menjadi instrumen dari kebijakan pemerintah Jepang sendiri. JICA dijadikan 
sebagai alat diplomasi dan perantara oleh Jepang untuk berinteraksi dengan 
negara-negara berdaulat lainnya. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pihak JICA mendapatkan pengaruh dari kebijakan luar negeri Jepang, 
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sehingga setiap tindakan yang dilakukan khususnya pemberian bantuan 
kepada negara-negara berkembang, memberikan dampak baik bagi 
kepentingan nasional Jepang sendiri dan mampu menjaga citra baik Jepang. 
Pembetukan, tujuan dan kelangsungan hidup organisasi internasional 
terkhusus IGO bergantung pada negara. Kelompok realis menegaskan bahwa 
IGO tidak lebih dari alat negara-negara yang berkuasa dan dapat bertahan 
hanya selama negara-negara tersebut menginginkan mereka untuk bertahan. 
21
 
C. Ekonomi Politik Internasional dan Bantuan Asing 
1. Ekonomi Politik Internasional 
Dewasa ini, setiap negara saling bergantung dan membutuhkan 
kerjasama satu dengan yang lainnya dalam pemenuhan kebutuhan domestik 
serta memperoleh kepentingan nasional. Ketika membahas mengenai 
kerjasama, maka tidak hanya unsur ekonomi saja yang berperan di dalamnya, 
tetapi juga unsur politik. Begitu juga dengan hubungan internasional pada 
masa kini dimana tidak semata-mata berbicara mengenai penyelesaian 
masalah-masalah dunia yang hanya berkaitan dengan konflik dan kesiagaan 
militer saja, namun juga telah melibatkan dimensi ekonomi dalam proses 
pelaksanaan hubungan antara aktor internasional. Pada saat ini pula, politik 
dunia tidak bisa di pahami lagi hanya sebatas melalui satu perpekstif saja, 
studi hubungan internasional tidak cukup bila hanya membahas soal politik 
tanpa mempelajari ekonomi. Maka dari itu, dikarenakan keterkaitan antara 
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ekonomi (kesejahteraan) dan politik (kekuasaan) inilah sehingga dikenal 
dalam hubungan internasional sebagai ekonomi politik internasional. 
Ekonomi politik internasional secara sederhana didefinisikan sebagai 
interaksi global antara politik dan ekonomi. Robert Giplin mendefinisikan 
konsep ekonomi politik sebagai dinamika interaksi global antara pengejaran 
kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi). 
22
 dalam definisi ini 
terdapat hubungan  timbal balik antara politik dan ekonomi. Pengkajian 
ekonomi politik internasional membutuhkan integrasi teori-teori dari disiplin 
ekonomi dan politik, seperti masalah-masalah dalam isu perdagangan 
internasional, moneter dan pembangunan ekonomi. 
Studi ekonomi politik internasional telah mengalami perkembangan 
yang cukup baik dan dalam menganalisis masalah-masalah atau isu-isu yang 
terjadi. Seiring dengan semakin kompleksnya hubungan internasional, 
ekonomi politik internasional dalam melakukan analisanya memunculkan 
beberapa pendekatan alternatif. Hal tersebut merupakan cara yang efektif 
sebab teori-teori ekonomi politik internasional dianggap tidak lagi cukup 
untuk menganalisis segala fenomena yang semakin kompleks. Beberapa 
pendekatan tersebut adalah developmentalisme, industrialisasi dan 
dependensia. 
Isu developmentalisme, industrialisasi dan dependensia utamanya 
semakin menjadi isu sentral dalam kajian ekonomi politik internasional paska 
PD II, hal tersebut terkait dengan semakin besarnya hubungan satu negara 
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dengan negara lain, serta kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. 
23
 
Developmentalisme dalam konteks ekonomi internasional dapat dipahami 
sebagai ide-ide yang dipusatkan pada pembangunan ekonomi di ranah 
perpolitikan berupa institusi-institusi politik dan juga sebagai sarana yang 
digunakan dalam membangun legitimasi di ranah politik. Bagi negara-negara 
berkembang, hasil yang dipetik dari hasil pelaksanaan pembangunan selain 
peningkatan ekonomi dan peningkatan pendapatan juga bisa di ambil sejumlah 
pelajaran bagaimana merumuskan konsep pembangunan yang lebih sesuai 
dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing. 
24
 
Developmentalisme merupakan konsep pembangunan yang dipahami 
Dunia Ketiga sebagai alernatif yang mau tak mau harus diselenggarakan. 
Dalam hal ini, realitas pembangunan berkait erat dengan peran penting 
pemerintah sebagai penyelenggara. Di hampir seluruh Dunia Ketiga, termasuk 
Indonesia, penafsiran konsep pembangunan dipahami sebagai perbaikan 
umum dalam standar hidup. Kehadiran pembangunan mesti dipahami sebagai 
sarana untuk memperkuat negara, terutama melalui proses industrialisasi yang 
mengikuti pola seragam dari negara satu ke negara lainnya. Pandangan seperti 
inilah yang kemudian memposisikan pemerintah sebagai subjek pembangunan 
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Isu utama dari kerjasama yang dilakukan antar negara yaitu 
berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui 
kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang 
unilateral dan kompetitif. 
26
 Pernyataan ini kembali menekankan bahwa 
kerjasama antara pemerintah Jepang dengan Indonesia terjalin untuk tercapai 
kepentingan masing-masing negara. Baik pemerintah Indonesia maupun 
pemerintah Jepang melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingan 
masing-masing tersebut. Secara ideal, kerjasama internasional harus bersifat 
saling menguntungkan bagi kedua negara. 
2. Bantuan Asing 
Salah satu jenis dari pelaksanaan ekonomi politik internasional yaitu 
pemberian bantuan asing. Bantuan asing digunakan aktor-aktor internasional 
sebagai sarana dalam melakukan kerjasama. Secara umum, Holsti 
mendefinisikan bantuan asing sebagai pemindahan dana, barang, atau nasehat 
teknis dari satu negara donor kepada negara penerima yang merupakan suatu 
sarana kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama 
berabad-abad.
27
 Dalam program pemberian bantuan dalam hubungan bilateral, 
hanya negara-negara besar yang dapat menggunakan bantuan asing sebagai 
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sarana kebijaksanaan yang efektif untuk menopang diplomasi mereka dan hal 
inipun tidak menyalurkan bantuan dalam jumlah besar kepada semua negara 
yang masih kurang maju. Swedia, Italia, Jepang, Kanada dan Australia 
diantaranya memberikan grant (hibah), pinjaman serta bantuan teknis pada 
negara-negara tertentu. 
Menurut Organization of Economic Cooperation and Development 
(OECD), bantuan asing (atau biasa juga disebut „Overseas Development 
Assistance‟ atau ODA) merujuk pada loan (pinjaman) dan grant (hibah) yang 
diberikan kepada negara-negara berkembang yang memenuhi tiga kriteria 
utama, yaitu: 
1. Pinjaman dan hibah harus berkaitan dengan sektor-sektor publik. 
2. Tujuan dari pinjaman dan hibah tersebut haruslah berorientasi pada 
pemeliharaan dan pembangunan ekonomi. 
3. Pinjaman dan hibah yang berikan harus jelas, konsensional, dan 
mengandung unsur hibah sedikitnya 25%. 
28
 
Lebih lanjut, Holsti membagi empat macam tipe utama bantuan asing, 
yaitu: 
1. Bantuan militer 
2. Bantuan teknik 
3. Grants (hibah dan program impor komoditi) 
4. Pinjaman pembangunan 29 
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Tipe bantuan teknik dianggap sebagai tipe paling murah dari semua tipe 
program bantuan tersebut. Bantuan teknik lebih ditujukan untuk menyebar 
luaskan pengetahuan dan keahlian tertentu dari negara-negara industri atau 
negara maju yang dikirim keluar negeri sebagai penasehat dalam berbagai 
macam proyek. Dampak program semacam ini bisa sangat luas, khususnya di 
daerah pedalaman dan biayanya relatif lebih rendah kecuali mereka bergerak 
dalam proyek pembanguan yang lebih besar. Jadi negara-negara yang lebih 
kuat memberikan sejumlah program bantuan asing yang masing-masing 
ditujukan untuk memenuhi berbagai tujuan yang berbeda. Bantuan teknis 
lebih ditujukan bagi pembangunan ekonomi jangka panjang, khususnya 
pembangunan sosial. 
Terdapat tiga macam bentuk bantuan pembantuan yang dibedakan atas 
dasar bentuk bantuannya dan bukan dari lembaga donornya (baik itu negara, 
organisasi pemerintah maupun lembaga swasta) yaitu bentuk bantuan 
penanggulangan bencana, bentuk bantuan kemanusiaan dan bentuk bantuan 
oxfam. Pendekatan yang sesuai dengan pemberian bantuan yang diberikan 
oleh JICA ini adalah bentuk bantuan oxfam. Adapun yang menjadi ciri dalam 
tipe bantuan pembangunan ini adalah bahwa bantuan diberikan kepada 
masyarakat lokal negara penerima untuk menentukan kebutuhan mereka 
sendiri dan untuk melaksanakan proyek pembangunan. 
30
 
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa JICA bertugas 
untuk memperkuat SDM, transfer teknologi dan pembangunan infrastruktur di 
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negara-negara penerima bantuan. Tipe bantun yang diberikan baik melalui 
kerjasama teknis, pinjaman maupun hibah disesuaikan dengan kepentingan 
masing-masing negara. Dalam pemberian bantuan JICA pada bidang 
kesehatan di Sulawesi Selatan dalam program Project for Improvement of 
District Health Management Capacity in South Sulawesi (PRIMA Kesehatan) 
merupakan tipe bantuan teknis, dimana pihak dari JICA selaku penasehat dan 
pendamping teknis dalam terlaksananya proyek ini. Adapun mekanisme 
pemberian bantuan secara lebih rinci akan dijelaskan pada bab selanjutnya. 
Dalam prakteknya, bantuan asing merupakan jalinan konsep dan juga 
sebagai suatu teori yang berhubungan langsung dengan mengalirnya modal 
atau nilai kebendaan atau jasa-jasa kepada pihak di luar negeri dengan tujuan 
membantu atau motif-motif ekonomi politik tertentu. Motif pelaksanaan 
pemberian bantuan asing adalah tidak terlepas juga dari motivasi para pemberi 
bantuan asing (negara donor). Terdapat 4 motivasi negara donor, yaitu: 
1. Motif kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di 
negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi. 
2. Motif politik, yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan image negara 
donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri 
baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri donor. 
3. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan 
luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan 
mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada 
 
 
kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan memiliki 
sisi ekonomi. 
4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor. 31 
Bantuan asing umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik 
jangka pendek melainkan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. 
Dalam jangka panjang, bantuan asing dimaksudkan untuk membantu 
menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat dicapai 
hanya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan publik semata. Akan 
tetapi, pada umumnya negara donor mengatasnamakan motivasi moral, 
kemanusiaan dan perdamaian dunia dalam melaksanakan misinya. 
Pada umumnya, program pemberian bantuan jelas dilakukan tidak 
hanya dikarenakan atas dasar kemanusiaan ataupun perdamaian dunia semata. 
Hal ini dapat dilihat dari pemberian bantuan kepada negara-negara 
berkembang tertentu yang memberikan keuntungan tersendiri kepada negara 
donor, begitu pula halnya dengan pemberian bantuan ODA Jepang kepada 
negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Terdapat setidaknya lima 
tujuan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Jepang dalam pemberian 
bantuan melalui ODA yaitu: 
1. Untuk memacu proses rekontruksi pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi Jepang. 
2. Untuk membangun hubungan diplomatik Jepang dengan negara tetangga 
(negara penerima bantuan). 
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3. Untuk mempertahankan sistem politik, ekonomi dan sosial serta 
menstabilkan kebijakan pemerintahan negara penerima bantuan sehingga 
menguntungkan bagi pemerintah Jepang. 
4. Untuk meningkatkan pendapatan per-kapita di Jepang yang berasal dari 
proyek-proyek bantuan asing. 
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BANTUAN JICA PADA BIDANG KESEHATAN DALAM KONTEKS 
HUBUNGAN INDONESIA – JEPANG 
A. Hubungan Bilateral Indonesia – Jepang 
Hubungan antara Indonesia dengan Jepang telah terjalin dalam kurun 
waktu yang cukup lama. Setelah bangsa Indonesia berhasil 
memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, 
hubungan kedua negara tersebut tidak lagi hanya sebatas negara penjajah dan 
negara yang dijajah. Pasca kemerdekaan Indonesia, hubungan yang terjadi 
hanya sebatas pemulangan kembali pasukan Jepang ke negaranya. Sampai 
dengan tahun 1951 dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan yag terjalin 
antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang.  
Setelah kemampuan ekonomi Jepang tumbuh kembali pasca Perang 
Dunia II dan setelah Jepang memperoleh kedaulatan dari Amerika Serikat 
pada tahun 1952, pemerintah Jepang mulai merintis hubungan dengan 
Indonesia. Pada awalnya, pemerintah Indonesia tidak terlalu memperhatikan 
terjalinnya hubungan kedua negara ini. Dari pihak pemerintah Jepang sendiri 
merasa bahwa sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia lebih kepada 
masih ada tersisa pengaruh yang telah ditimbulkan oleh penjajahan Jepang 
yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia pada saat itu. 
Kepentingan Jepang terhadap Indonesia memang telah ada sebelum 
pecahnya Perang Dunia II. Dimula dari keinginan pihak Jepang untuk 
membantu membangun industri dan mengimpor minyak hasil bumi dari 
 
 
Indonesia. Jepang kemudian melakukan pendekatan dengan memulai 
pembahasan tentang pembayaran pampasan perang. Menteri Luar Negeri 
Jepang Okasaki Katsuo berkunjung ke Jakarta pada tahun 1953 dan kunjungan 
tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai persetujuan bantuan Jepang 
membangun proyek listrik asahan di Sumatera Utara yang kemudian 
dilanjutkan dengan membangun refinery aluminium serta pertambangan 
bauxite di Pulau Bintan. 
Pada tahun 1956, para tim ahli Jepang yang berkunjung ke berbagai 
negara di Asia termasuk Indonesia melakukan penelitian yang kemudian 
menganjurkan agar pemerintah Jepang melakukan kebijakan Asia untuk 
mempererat hubungannya dengan negara Indonesia dan India. Jepang merasa 
perlu melakukan hubungan baik dengan Indonesia karena alasan kekayaan 
sumber alamnya, sedangkan India dikarenakan potensi politiknya. Pada tahun 
yang sama pula perusahaan minyak Jepang memperoleh konsensi minyak 
untuk pertama kalinya di Indonesia. Walaupun demikian, minyak dari 
Indonesia tidak secara langsung dapat diekspor ke ke Jepang dikarenakan 
terdapat tiga kendala yaitu sebagai berikut: 
1. Masih adanya sikap beberapa pihak dari masyarakat Indonesia yang masih 
sakit hati terhadap kekejaman pasukan jepang selama menjajah Indonesia. 
2. Karena kondisi keamanan yang belum stabil dan adanya sikap anti orang 
asing di Indonesia sehingga menghalangi investasi asing pada masa itu. 
 
 
3. Masih terbatasnya modal dari Jepang untuk melakukan investasi. 33 
Untuk memperbaiki hubungan dengan berbagai negara di Asia termasuk 
Indonesia, pemerintah Jepang melaksanakan kebijakan politik dengan sangat 
hati-hati. Sejak tahun 1952, hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang 
mengalami peningkatan khususnya apabila dikaitkan dengan kepentingan 
Indonesia.  
Hingga saat ini, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar 
khususnya dalam hal ekspor dan impor dengan Indonesia. Ekspor Indonesia 
ke Jepang bernilai US$ 23.6 milyar ( berdasarkan statistik Pemerintah RI), 
sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah senilai US$ 6.5 milyar 
sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia. 
Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah antara lain 
minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, pulp, tekstil dan 
produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik dan lain sebagainya. Adapun SDA 
yang dimaksud antara lain berupa kakao, hasil laut (ikan, udang, dll), kayu 
dan barang dari kayu serta biji-bijian berminyak. Berikut ini daftar negara 
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Tabel 3.1: Daftar Negara Penerima Ekspor SDA Sulawesi Selatan 2012 
 
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2012, Diakses melalui http://sulsel.bps.go.id/brs/1/ekspor-dan-
impor pada 18 Februari 2014. 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata setiap bulannya 
ekspor SDA Sulawesi Selatan cenderung lebih banyak ke Jepang. Fakta ini 
memperkuat  pernyataan bahwa pemerintah Jepang dan Indonesia, dalam hal 
ini provinsi Sulawesi Selatan memiliki hubungan diplomatik yang baik. 
Indonesia juga merupakan negara terbesar penerima ODA (Official 
Development Assistance) dari pihak Jepang.  
34
 Jepang menganggap Indonesia 
sebagai negara yang penting secara politis dan ekonomi dilihat dari kerjasama 
yang terjalin sampai sekarang. Selain itu, Jepang juga menganggap Indonesia 
memiliki posisi yang penting secara geografis untuk kepentingan lintas 
transportasi laut Jepang. Khususnya dalam memasok keperluan akan minyak 
dan gas bumi serta komoditas lainnya dari Indonesia yang telah disebutkan di 
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Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des 
Jepang 40,40 65,27 41,05 33,32 83,01 100,99 99,80 92,74 98,22 117,39 188,31 101,46 
AS 6,82 8,43 8,00 6,48 6,52 10,19 9,66 6,06 8,77 7,73 7,63 6,29 
China 5,59 5,35 6,53 6,43 4,80 4,33 6,56 4,53 - 9,11 9,34 7,61 
Malaysia 13,25 6,01 4,74 3,85 11,59 9,18 13,78 - 9,65 - 8,95 9,05 
Singapura - 2,43 - - 4,04 -  2,91 13,00 4,21 3,37 5,91 
Korsel 3,38 - - - - 2,19 2,45 - - - - - 
Kanada - - - - - - - - - - - - 
Vietnam - - 4,20 2,27 - -  3,22 - 3,05 - - 
Brazil - - - - - - - - 8,38 - - - 
 
 
atas. Indonesia sebagai negara inti ASEAN juga dianggap dapat memainkan 
peranannya untuk menciptakan pertumbuhan dan perdamaian kawasan. 
35
 
Adapun penggambaran hubungan bilateral Indonesia dan Jepang pada 
penelitian ini akan lebih fokus kepada pemberian bantuan oleh Jepang kepada 
Indonesia. Fenomena interaksi internasional seperti ini sudah tidak asing lagi 
dalam lingkup hubungan internasional. Pemberian bantuan oleh negara maju 
kepada negara berkembang dianggap sebagai sarana yang tepat bagi kedua 
negara untuk mencapai kepentingan masing-masing seperti yang telah 
dijabarkan sebelumnya. 
Selama ini pemerintah Jepang telah melaksanakan pemberian bantuan 
kepada negara-negara berkembang yang antara lain dalam bentuk bantuan 
ODA. Jumlah bantuan Jepang yang dialokasikan disesuaikan dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi Jepang. Dalam hubungan pemberian bantuan ini, 
pemerintah Jepang tidak memberikan bantuan tersebut sebagai sekedar 
bantuan kemanusiaan saja. Akan tetapi, bantuan tersebut merupakan bagian 
atau sarana perpanjangan kebijakan politik luar negeri. Pemerintah Jepang 
telah memberikan ODA kepada Indonesia sejak tahun 1967 dengan adanya 
gagasan bahwa pemberian hutang lunak kepada negara-negara bekas 
jajahannya termasuk Indonesia, dapat melakukan rekontruksi pembangunan 
negaranya. 
Di lain pihak, Indonesia sangat berminat mendapatkan ODA karena 
merupakan pinjaman lunak dengan bunga hanya 2% dan grace period 10 
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tahun dengan masa jatuh tempo selama 30 tahun. ODA yang diberikan kepada 
Indonesia meliputi tiga komponen, yaitu bentuk pinjaman, hibah dan 
kerjasama teknik. Pemerintah Jepang menggunakan JICA sebagai lembaga 
pelaksana bantuan Jepang dalam bentuk hibah dan kerjasama teknik, 
sedangkan bentuk pinjaman atau loan melalui JBIC (Japan Bank for 
International Cooperation), yang merupakan penggabungan dua badan 
kerjasama internasional yaitu OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) 
dan EXIM (Export Import Bank). 
36
 
B. JICA (Japan International Cooperation Agency) 
1. ODA dan JICA 
Sejak keikut sertaannya dalam Colombo Plan 
37
 pada tahun 1954, 
pemerintah Jepang terus meningkatkan berbagai kerjasama dengan 
memanfaatkan dana dan teknologi yang dimilikinya melalui kerangka Bantuan 
Pembangunan Resmi atau yang dikenal dengan ODA (Official Development 
Assistance). Bantuan tersebut diberikan kepada negara yang dikategorikan 
sebagai negara berkembang dengan berbagai masalah yang dihadapi seperti 
kelaparan dan kemiskinan serta kurangnya pelayanan pendidikan dan 
kesehatan. Berbagai kerjasama teknik yang dilakukan oleh pemerintah Jepang 
dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. 
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 Colombo Plan merupakan organisasi regional yang dibentuk di Colombo, Ceylon (sekarang Sri 
langka) yang mencakup konsep upaya kolektif antar-pemerintah untuk memperkuat 
pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di wilayah Asia-Pasifik. 




Bantuan ODA tersebut diberikan kepada negara yang dikategorikan 
sebagai negara berkembang dengan berbagai masalah yang dihadapi seperti 
kelaparan dan kemiskinan serta kurangnya pelayanan pendidikan dan 
kesehatan. Pada umumnya, motivasi pemberian bantuan ODA Jepang, selain 
untuk berkonstribusi pada perdamaian dan pembangunan untuk masyarakat 
internasional, juga untuk membantu menjamin keamanan dan kemakmuran 
oleh Jepang sendiri. Sebagian besar motif pemberian bantuan ODA berbentuk 
bantuan ekonomi infrastruktur, disebabkan karena negara berkembang 
memerlukan sejumlah infrastruktur untuk melakukan perdagangan secara 
efektif dan untuk mengekstrak sumber daya alam di Asia. 
Dalam pelaksanaannya, ODA Jepang memiliki beragam bentuk 
kemitraan yaitu baik melalui institusi pemerintah, (LSM) lembaga swadaya 
masyarakat dan organisasi internasional lainnya dengan fokus kerjasama yang 
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. ODA dalam kerangka 
kerjasama bilateral (ODA Bilateral), dimaksudkan untuk memberikan 
kontribusi dalam membina hubungan Jepang dengan masing-masing negara 
berkembang penerima bantuan yang dirancang berdasarkan kesepakatan 
bersama antara kedua belah pihak. Sedangkan ODA dalam kerangka 
kerjasama multilateral (ODA Multilateral), disalurkan melalui berbagai 
organisasi internasional dengan mempertimbangkan aspek dibutuhkannya 
pengetahuan khusus, adanya jaminan netralis politik serta memfasilitasi 
bantuan bagi negara-negara yang sulit dijangkau oleh Pemerintah Jepang. 
 
 
Bantuan dana ODA khususnya bantuan hibah dilaksanakan oleh 
MoFA (Ministry of Foreign Affair of Japan), sedangkan pinjaman dana ODA 
dilaksanakan oleh JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dan 
kerjasama teknis dilaksanakan oleh pemerintah Jepang sendiri. 
Namun karena adanya upaya pemerintah Jepang untuk mendukung 
pembangunan SDM, maka dibentuklah sebuah organisasi internasional yaitu 
JICA (Japan International Cooperation Agency) yang berfungsi sebagai 
penanggung jawab pelaksanaan kerjasama teknis dengan negara-negara 
berkembang penerima bantuan berdasarkan kesepakatan bilateral antara 
pemerintah secara resmi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini gambaran bentuk 
dan penyaluran bantuan ODA: 









Sumber: Buletin JICA di Indonesia 2012, hal. 9. 
Mekanisme formulasi kebijakan ODA telah berubah sebanyak tiga 
kali, dimana terjadi semacam pengurangan atau penggabungan institusi yang 

















(sebagai badan penyalur ODA tipe pinjaman) digabungkan dengan Export-
Import Bank (yang memberikan pinjaman kepada sektor swasta, baik di 
Jepang maupun di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, menjadi 
JBIC (Japan Bank for International Cooperation). JBIC sendiri kemudian 
memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai penyalur ODA pinjaman ke negara-
negara berkembang dan juga sebagai penyalur pinjaman ke sektor-sektor 
swasta (sebagai turunan fungsi Export-Import Bank). Kedua, pada tahun 2001, 
berupa reformasi pemerintahan, yang dalam kasus ODA, menggabungkan 
EPA (Economic Planning Agency) dengan MITI menjadi METI (Ministry of 
Economy, Trade and Industry). JBIC sendiri yang tadinya secara formalitas 
berada dibawah koordinasi EPA, kemudian dipindahkan menjadi dibawah 
koordinasi MoFA. Serta ketiga, pada tahun 2008, dimana JBIC yang terkait 
dengan penyaluran ODA pinjaman ke negara-negara berkembang bergabung 
dengan JICA, sebagai bentuk upaya Jepang untuk memfokuskan penyaluran 
ODA hanya pada satu institusi saja (kebijakan satu-atap). Sedangkan fungsi 
sebagai penyalur bantuan pinjaman ke sektor swasta masih tetap ada pada 




















 : Menjadi agen bawahan (dibawah koordinasi) Kementrian Tertentu 
: Masuk menjadi bagian dari Kementrian atau Institusi Tertentu 
Sumber  : Diolah sendiri berdasarkan Presentasi JICA Makassar Field Office, “Kerjasama JICA di 
Indonesia Timur” Februari 2011, hal. 6 dan Makalah Presentasi GRIPS Development 
Forum, “Japan‟s ODA Policy and Reforms in Comparative Perspectives: Policy Making 
in Japan, the US, and the UK”, hlm. 19 yang diakses dari www.grips.ac.jp/teacher/ 
oono/hp/course/lec12_oda/oda3.ppt, pada tanggal 2 Februari 2014. 
 
Dari bagan 3.2 dapat pula dilihat bahwa yang menjadi salah satu ciri 
khas dari sistem kebijakan ODA Jepang adalah bahwa ODA harus dimulai 
dari pengajuan dan permintaan calon negara penerima ODA Jepang. 
Kebijakan ini disebut dengan yosei-shugi, yang pada dasarnya juga merupakan 
bagian dari sistem project-cycle, yang secara garis besar terdiri dari tahap awal 
(pengajuan dan formulasi), tahap implementasi dan tahap evaluasi. Project-



















membedakannya hanyalah terletak pada instansi yang menyeleksi dan 
mengimplementasikannya, serta adanya proses lelang-tender untuk 
mengimplementasikan ODA nantinya, yang terdapat dalam ODA tipe 
pinjaman. Sedangkan untuk ODA tipe kerjasama teknis tidak ada project-
cycle. Hal ini disebabkan karena kerjasama teknis hanya mengurusi bidang 
pelatihan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan teknis, bukan berupa 
proyek, seperti tipe ODA lainnya. Oleh karena itu kerjasama teknis bisa 
dikatakan hanyalah menjadi bagian dari proses project-cycle tersebut, 
khususnya dalam ODA tipe hibah.  
Untuk tipe hibah sendiri project-cyclenya secara sederhana terdiri dari 
tahap awal yaitu tahap Application dan Project Design, tahap yang dimulai 
dengan adanya permintaan dan pengajuan formal dari negara berkembang 
kepada pemerintah Jepang melalui kantor-kantor perwakilannya seperti 
kedutaan besar maupun konsulat-konsulat yang terdapat di negara tersebut. 
Kemudian permintaan tersebut akan diproses dan dikirm ke Tokyo, biasanya 
oleh personil MoFA, yang terdapat di kantor-kantor perwakilan Jepang. 
Setelah itu, pengajuan yang ada kemudian diseleksi dengan berbagai 
pengajuan lainnya. Penyeleksian dilakukan guna melihat pengajuan bantuan 
manakah yang terlebih dahulu akan diprioritaskan untuk diimplementasikan. 
Untuk melihat apakah proyek yang diajukan oleh sebuah negara „layak‟ atau 
tidak untuk dibiayai, maka diperlukan semacam studi yang mendalam akan 
proyek tersebut. Biasanya pemerintah Jepang (diwakili oleh JICA) akan 
mengirim ahli-ahli (yang terkait dengan bidang proyek yang akan dibantu) 
 
 
untuk melakukan studi lapangan di negara yang mengajukan bantuan tersebut. 
Dalam studinya, mereka juga sering kali berkonsultasi dengan pihak-pihak 
lainnya, seperti personil JICA yang terdapat di negara tersebut dan juga 
institusi pemerintah negara berkembang yang terkait dengan bidang bantuan 
tersebut.  Untuk Indonesia, seperti BAPPENAS (Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional) atau kementerian yang terkait. Setelah studi berhasil 
dilakukan maka hasil studi akan kembali didiskusikan oleh pemerintah Jepang 
mengenai bentuk ODA yang akan disalurkan, dengan pemerintah negara 
penerima. Keputusan akhir ini kemudian menjadi blueprint dari ODA yang 
akan diimplementasikan. Masing-masing pihak akan menerima draft 
rancangan bentuk ODA tersebut. 
Kedua, tahap Approval dimana setelah rancangan ODA tersebut 
disetujui, maka akan langsung dimasukan ke JICA sebagai bentuk pengajuan 
untuk meminta bantuan JICA dalam mengimplentasikan rancangan yang telah 
disepakati. Kementerian yang terkait, kemudian turut serta untuk membahas 
cara pengimplementasian ODA. Setelah disepakati mengenai cara 
pengimplementasiannya, maka rancangan dari ODA yang ada kemudian akan 
mendapatkan persetujuan dari kabinet, sebagai bentuk formalitas bahwa 
pengajuan ODA telah diterima dan disetujui oleh pemerintah Jepang. 
Ketiga, adalah tahap Implementation yang diawali dengan adanya 
kesepakatan bilateral antara Jepang dengan negara yang akan menerima ODA-
nya. Kemudian disusul oleh pembahasan mengenai masalah-masalah teknis 
dalam pengimplementasiannya, seperti kontrak untuk konsultannya, kontrak 
 
 
untuk pembiayaannya (bank) serta kontrak yang dengan masalah 
konstruksinya. Tahap implementasi kemudian diakhiri dengan pembangunan 
proyek ODA yang diajukan tersebut. Keempat adalah tahap Operation dan 
Evaluation. Merupakan tahap terakhir, dimana pemerintah Jepang akan 
melihat apakah proyek ODA yang telah diimplementasikan berjalan dengan 
semestinya serta melakukan evaluasi mengenai dampak pelaksanaan proyek 
yang ada. 
JICA merupakan institusi resmi Jepang yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kerjasama teknis dengan negara-negara berkembang berdasarkan 
atas kesepakatan bilateral antar pemerintah secara resmi. Seperti yang telah 
dijabarkan sebelumnya (lihat kembali bagan 3.2) bahwa pada awal berdirinya, 
JICA hanya memiliki fungsi sebagai lembaga kerjasama yang secara khusus 
bertugas untuk menyalurkan bantuan teknik saja. Namun pada bulan Oktober 
2008, JICA melakukan merjer dengan bagian operasi kerjasama ekonomi luar 
negeri dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation) menjadi JICA 
baru. Sejak saat itu JICA mendapatkan tugas untuk melaksanakan tiga bentuk 
bantuan ODA yaitu bantuan hibah, kerjasama teknik dan pinjaman ODA. 
Tujuan dari pembentukan JICA sejak awal adalah untuk mempromosikan 
kerjasama internasional bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara 
berkembang. Secara lebih sederhana berikut ini gambaran penyaluran ODA 


















Sumber: Buletin JICA di Indonesia 2012, hal. 9. 
Berdasarkan bagan 3.3 di atas, JICA dengan format yang baru 
bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan hibah, kerjasama teknik serta 
pinjaman ODA. Meskipun dalam bagan digambarkan bahwa bantuan hibah 
disalurkan melalui JICA, akan tetapi beberapa jenis bantuan hibah akan tetap 
diberikan langsung oleh MoFA (DEPLU Jepang melalui kantor Kedutaan 
Besar) dalam rangka kebijakan diplomatik. 
38
 dampak positif yang 
ditimbulkan dengan adanya perubahan ini yaitu JICA Baru 
mengimplementasikan kerjasama teknis, pinjaman ODA dan bantuan hibah 
secara terpadu sehingga dianggap dapat mensinergikan ketiga skema bantuan 
ini secara efektif untuk dapat menyediakan bantuan yang paling tepat 
mengangkat permasalahan mitra kerja. 
39
 Walaupun telah terjadi perubahan 
dalam bentuk bantuan yang disalurkan oleh JICA, hal ini tidak merubah 
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tujuan dari pembentukan JICA sejak awal yaitu untuk mempromosikan 
kerjasama internasional bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara 
berkembang. 
Seiring dengan adanya pembentukan JICA baru, JICA telah 
meluncurkan visi dan misinya yang baru sekaligus menyatakan pencapaiannya 
melalui pencanangan beberapa strategi utamanya. Adapun visi dan misi serta 
strategi utamanya adalah sebagai berikut: 
a. Visi JICA 
Sesuai dengan pidato perdana presiden JICA setelah terpilih kembali pada 1 
Oktober 2008, Sadako Ogata bahwa semua orang tanpa memandang adanya 
perbedaan harus dapat mengenali isu-isu pembangunan, ikut serta dalam 
penanganannya dan menikmati hasil dari usaha tersebut serta peryataan resmi 
dari presiden JICA yang baru pada Juni 2012 Akihiko Tanaka yang berharap 
dapat membangun landasan tersebut melalui perancangan ide-ide yang 
inovatif maka JICA meluncurka visinya yang baru yaitu “Pembangunan yang 
inklusif dan dinamis.” Dalam artian, JICA akan berusaha mempromosikan 
pembangunan yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang.   
b. Misi JICA 
Terdapat empat misi yang dicetuskan oleh JICA yaitu sebagai berikut: 
1. Fokus pada agenda global, pemanfaatan pengalaman dan teknologi yang 
dimiliki Jepang secara maksimal, sebagai bagian dari masyarakat 
internasional, dengan memfokuskan perhatiannya pada berbagai 
 
 
permasalahan global yang dihadapi oleh negara-negara berkembang 
secara menyeluruh, seperti perubahan iklim, air, energi, pangan, penyakit 
menular, dan keuangan. 
2. Pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan yang berkeadilan, yaitu 
dengan menyediakan dukungan terhadap pengembangan SDM (Sumber 
Daya Manusia), pengembangan kapasitas, peningkatan kebijakan dan 
institusi, serta penyediaan prasarana sosial dan ekonomi. 
3. Penguatan tata kelola pemerintahan, menawarkan bantuan bagi 
peningkatan berbagai pranata/perangkat dasar yang dibutuhkan oleh 
sebuah pemerintahan, serta berbagai sistem pelayanan umum yang 
didasarkan atas kebutuhan masyarakat secara efektif, serta dukungan 
bagi pengembangan institusi dan SDM yang diperlukan untuk mengelola 
berbagai pranata tersebut. 
4. Pencapaian ketahanan manusia, mendukung berbagai upaya dalam 
rangka peningkatan kapasitas sosial dan institusi serta peningkatan 
kemandirian dan kemampuan diri manusia dalam menghadapi berbagai 
ancaman dan membangun masyarakat untuk dapat hidup secara 
bermartabat. 
c. Strategi Utama JICA 
Terdapat empat pilar strategi utama JICA dalam menyatakan komitmen 
pencapaiannya yaitu sebagai berikut: 
1. Bantuan yang terintegrasi, melaksanakan pengelolaan bantuan yang 
terintegrasi dari seluruh skema yang ada termasuk kerjasama teknik, 
 
 
pinjaman ODA dan bantuan hibah agar dapat memberikan dukungan 
secara menyeluruh meliputi elemen seperti peningkatan kebijakan dan 
institusi di beberapa negara berkembang termasuk pengembangan SDM 
dan pengembangan kapasitas serta perbaikan prasarana. 
2. Bantuan yang berkesinambungan, mensinergikan berbagai pendekatan 
bantuan agar dapat memberikan dukungan yang berkesinambungan serta 
dukungan untuk pembangunan dalam kerangka jangka menengah dan 
panjang. 
3. Promosi terhadap kemitraan dalam pembangunan, dalam artian 
diharapkan JICA dapat menjadi mitra  yang baik bagi negara-negara 
berkembang dengan mempromosikan kemitraan pemerintah-swasta serta 
memperkuat kemitraan dengan pihak pemerintah lokal, perguruan tinggi, 
LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan lembaga donor lainnya. 
4. Peningkatan penelitian dan berbagi pengetahuan (knowledge-sharing), 
pusat penelitian JICA telah dibentuk dalam rangka menciptakan nilai-nilai 
pengetahuan baru di bidang bantuan pembangunan internasional, 
meningkatkan kemampuan JICA dalam bidang penelitian dan knowledge-
sharing serta secara aktif melaksanakan berbagai studi dan penelitian 
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2. JICA di Indonesia 
Sejak tahun 1954 Jepang telah melakukan kerjasama dengan 
Pemerintah Indonesia diawali dengan kerjasama tenik seperti pengiriman 
tenaga ahli dari Jepang dan program pelatihan yang dilaksanakan secara 
langsung di negara Jepang. Kerjasama tersebut berlanjut hingga tahun 1970-an 
dan pada tahun 1974 pemerintah Jepang secara resmi membentuk JICA untuk 
menjalankan kerjasama Teknik. Sejak saat itu, dimulailah kerjasama 
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang melalui JICA. Kantor 
perwakilan JICA di Indonesia pada awalnya merupakan kantor perwakilan 
dari Badan Kerjasama Teknik Luar Negeri atau OTCA (Overseas Technical 
Cooperation Agency) yang kemudian berubah nama menjadi Badan 
Kerjasama Internasional Jepang atau JICA (Japan International Cooperation 
Agency).  
Kantor Perwakilan JICA di Indonesia didirikan pada tahun 1969. JICA 
di Indonesia merupakan salah satu yang tertua dan terbesar di antara sekitar 
150 kantor perwakilan JICA yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia 
merupakan salah satu negara penerima bantuan hibah bilateral Jepang terbesar 
berdasarkan besaran jumlah dana yang telah disalurkan secara kumulatif 
sampai TA Jepang 2007 dimana telah terkirim 35.630 peserta Indonesia untuk 
mengikuti program pelatihan di Jepang dan 11.108 tenaga ahli Jepang telah 
ditugaskan di Indonesia. 
Dalam melakukan kerjasamanya, pihak JICA selalu 
mempertimbangkan kebijakan pemerintah negara-negara penerima bantuan 
 
 
terlebih dahulu. Untuk penyaluran bantuan ODA di Indonesia, pemerintah 
Jepang mengacu pada strategi bantuan untuk pembangunan Indonesia atau 
yang dikenal dengan CAS (Country Assistance Strategy). CAS disusun sesuai 
dengan arahan yang tercatum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah). Adapun strategi bantuan tersebut mengacu pada pencapaian tiga 
pilar tujuan pembangunan utama yaitu pertumbuhan berkelanjutan yang 
digerakkan oleh sektor swasta, pembangunan masyarakat yang demokratis dan 
berkeadilan serta perdamaian dan stabilitas dan berupaya membantu 
semaksimal mungkin inisiatif pemerintah Indonesia dalam mendorong 
kemandiriannya dalam pembangunan. 
Bagan 3.4: Korelasi CAS (Country Assistance Strategy)dan RPJM 
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 
 
 
Sumber: Diolah sendiri berdasarkan Presentasi JICA Makassar Field Office: “Kerjasama JICA di 
Indonesia Timur” Februari 2011, hal. 19. 
 
Berdasarkan bagan 3.4 di atas dapat dilihat bahwa penyusunan CAS 
(Country Assistance Strategy) oleh Jepang ini disesuaikan dengan adanya 
Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) 
Indonesia 
•Menciptakan Indonesia 
yang Aman dan Damai 
•Menciptakan Indonesia 










didukung oleh sektor 
investasi swasta 
•Penciptaan masyarakat 
yang adil dan berkeadilan 
•Perdamaian dan stabilitas 
 
 
RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dalam pembangunan 
Indonesia. CAS yang dibuat oleh JICA dititik beratkan pada empat bidang 
prioritas kerjasama. Bidang prioritas kerjasama tersebut berupa 
kesinambungan gerakan pertumbuhan yang digerakkan oleh sektor swasta, 
menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan, perdamaian dan 
stabilitas serta pembangunan yang komprehensif. 
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 Adapun penjabaran 
prioritas kerjasama JICA di Indonesia tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.2: Prioritas Kerjasama JICA di Indonesia 















digerakkan oleh sektor 
swasta 
Kebijakan ekonomi, 

















pelayanan minimum dan 
MDGs 














1. Sulawesi Selatan 
2. Indonesia Timur Laut 
Sumber: Presentasi JICA Makassar Field Office: “Kerjasama JICA di Indonesia Timur” Februari 
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3. JICA di Sulawesi Selatan 
JICA telah mendirikan Kantor Lapangan di Makassar atau Makassar 
Field Office (MFO) pada 1 April 2006 yang mengelola program melalui 
kolaborasi, komunikasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan 
Pembangunan Provinsi (BAPPEDA) Sulawesi Selatan. Berdasarkan tabel 3.2 
di atas dapat dilihat bahwa salah satu program yang menjadi fokus JICA 
adalah Pembangunan Indonesia Wilayah Timur yang mencakup Sulawesi 
Selatan dan Indonesia Timur Laut. Hal ini dikarenakan, seperti yang kita 
ketahui bahwa di Indonesia masih terdapat kesenjangan antar daerah, 
khususnya di wilayah bagian timur Indonesia dalam hal pembangunan 
infrastruktur di berbagai sektor. Sesuai dengan kebijakan desentralisasi di 
Indonesia, JICA berfokus pada pembangunan daerah yang dimulai dengan 
menyeleksi daerah model (daerah prioritas) untuk mengimplementasikan 
bantuan yang lebih terpadu dan efektif. Sehingga pada tahun 2006, pihak 








Sumber: Presentasi JICA Makassar Field Office: “Kerjasama JICA di Indonesia Timur” Februari 
2011, hal. 22. 
 
JICA telah menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah provinsi 
Sulawesi Selatan sejak tahun 1980-an di berbagai sektor. Sulawesi Selatan 
memiliki potensi yang besar, sehingga dibentuk “Program Pembangunan 
Daerah Sulawesi Selatan” (SSRDP) dan M/M (Minutes of Meeting) tentang 
konsep pelaksanaan program yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi 
Selatan dan Pihak Kedutaan Besar Jepang pada tanggal 11 Mei 2006. 
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 Misi 
utama keberadaan JICA di Sulawesi Selatan adalah untuk melaksanakan 
beberapa program yang didedikasikan untuk peningkatan pengentasan 
kemiskinan melalui pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat 
sosial. Berikut ini merupakan penjabaran mengenai program dukungan 
pembangunan oleh JICA di Provinsi Sulawesi Selatan: 
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a. Pembangunan Perkotaan Mamminasata 
Program ini fokus di beberapa kota di Sulawesi Selatan yaitu 
Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar yang berupa pembangunan 
perkotaan sebagai kekuatan pendorong bagi perkembangan regional provinsi. 
Melalui program ini, pihak JICA dan pemerintah provinsi melaksanakan 
beberapa proyek yaitu antara lain Studi Implementasi Tata Ruang Terpadu 
Wilayah Metropolitan Mamminasata yang berlangsung pada April 2005 
sampai dengan Juni 2006, Dukungan Khusus Formasi Proyek untuk Proyek 
Peningkatan Manajemn Limbah Padat di Wilayah Mamminasata pada tahun 
2008, Proyek Peningkatan Manajemen Pembangunan Perkotaan Wilayah 
Metropolitan Mamminasata yang berlangsung pada April 2009 sampai dengan 
Februari 2012 dan Proyek Peningkatan Layanan Air Bersih di Wilayah 
Metropolitan Mamminasata pada tahun 2009. 
b. Pembangunan yang Berimbang di Seluruh Wilayah 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang 
berimbang di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melalui 
program ini, diharapkan agar tidak terdapat lagi kesenjangan yang tinggi antar 
daerah. Adapun proyek yang dihasilkan melalui program ini adalah Proyek 
Kerjasama Teknis Fasilitasi Pengembangan Industri di Provinsi Sulawesi 
Selatan yang berlangsung pada Februari 2007 sampai dengan Februari 2010. 
c. Peningkatan Pemberdayaan Sosial 
Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat pada bidang yang dianggap vital dalam kehidupan 
 
 
bermasyarakat yaitu kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan 
dibentuk Program Peningkatan Kapasitas Manajemen Kesehatan Kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Selatan (PRIMA Kesehatan) yang berlangsung pada 
Februari 2007 sampai dengan Februari 2010. Dengan adanya respon positif 
dari masyarakat maka dibentuklah PRIMA Kesehatan Fase 2 yang 
berlangsung pada November 2010 sampai dengan Maret 2014. Sedangkan 
pada bidang pendidikan, dibentuk proyek Rencana Terpadu Peningkatan 
Pendidikan Menengah Pertama di Provinsi Sulawesi Selatan (PRIMA 
Pendidikan) yang berlangsung pada Desember 2007 sampai dengan 
November 2010. 43 
Dalam pelaksanaan program pengembangan Indonesia Timur yang 
salah satu di antaranya adalah provinsi Sulawesi Selatan, JICA berfokus pada 
pengentasan kemiskinan melalui penguatan delapan provinsi yakni Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, 
Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara. Tujuan program ini adalah untuk 
mendukung inisiatif para pemangku kepentingan dalam mempromosikan 
pembangunan regional. Adapun penjabaran program Pembangunan Daerah 
Indonesia Timur Laut adalah sebagai berikut: 
a. Pembangunan Kapasitas 
Program ini bertujuan untuk membangun kapasitas sumber daya 
manusia selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui 
program ini, pihak JICA melaksanakan beberapa proyek yaitu antara lain 
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Pengembangan Kapasitas se-Sulawesi yang berlangsung pada September 2007 
sampai dengan Agustus 2010, Pembangunan Fakultas Teknik Universitas 
Hasanuddin (bersumber dari Pinjaman ODA Jepang) yang berlangsung pada 
April 2007 sampai dengan Maret 2013 dan Pengembangan Fakultas Teknik 
Universitas Hasanuddin yang berlangung pada Januari 2009 sampai dengan 
Desember 2011.  
b. Pembangunan Infrastuktur Jaringan Ekonomi 
Melalui program ini, pihak JICA dan instansi pemerintah terkait 
melaksanakan beberapa proyek yaitu antara lain pembentukan Master Plan 
Jaringan Jalan Arteri di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Jalan Arteri 
Prioritas di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung pada Desember 2006 
sampai dengan Maret 2008 serta Master Plan Tenaga Listrik Optimal di 
Sulawesi  yang berlangsung pada Juli 2007 sampai dengan Agustus 2008. 
c. Pembangunan Daerah Lain (berdasarkan pengalaman di Sulawesi) 
Melalui program ini, dilaksanakan proyek pembangunan di luar 
Sulawesi yaitu Penguatan Manajemen Pendidikan Berbasis Daerah 
(Pendidikan Orang Basodara Maluku) yang berlangsung pada Desember 2008 
sampai dengan November 2011 dan Proyek Pemberdayaan Masyarakat 
Membangun Kembali Masyarakat untuk Integrasi di Maluku yang 
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4. JICA pada Bidang Kesehatan 
Isu kesehatan telah menjadi hal yang krusial di dunia karena 
menyangkut kehidupan masyarakat internasional. Sehingga dalam pemberian 
bantuannya, bidang kesehatan menjadi salah satu fokus utama JICA. Pada 
sektor perawatan medis dan kesehatan di Indonesia, JICA telah memberikan 
bantuan pada beberapa bidang terutama keluarga berencana dan kesehatan ibu 
dan anak,pengembangan rumah sakit, kesehatan daerah, penanggulangan 
penyakit menular, obat-obatan dan kesejahteraan sosial. Tahun 1960, tingkat 
kelahiran tinggi menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi pemerintah 
Indonesia dalam dampak sosial dan ekonominya. Pemerintah Jepang pasca 
Perang Dunia II dalam waktu singkat berhasil mensosialisasikan KB 
(Keluarga Berencana) sehingga berhasil menurunkan tingkat kematian dan 
kelahiran bayi. Melihat keberhasilan tersebut, pemerintah Indonesia 
mengusulkan kerjasama di bidang KB 1969 melalui pelaksanaan proyek 
Keluarga Berencana JICA. Seiring dengan penurunan tingkat kelahiran pada 
akhir 1980-an, fokus kemudian dialihkan pada kesehatan ibu dan anak. JICA 
memberikan bantuan mengembangkan dan mempromosikan Buku KIA 
(Kesehatan Ibu dan Anak) yang telah disesuaikan dengan kebutuhan berbagai 
daerah di Indonesia. 
Untuk pengembangan rumah sakit, sejak akhir 1970-an selain 
berupaya melakukan pemenuhan fasilitas rumah sakit dengan melakukan 
peningkatan kapasitas rumah sakit, penyediaan fasilitas medis, perluasan 
fasilitas serta melakukan kerjasama teknis. JICA juga member bantuan pada 
 
 
pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan fasilitas untuk 
pendidikan keperawatan serta peningkatan kapasitas Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia. 
Sejak tahun 1990-an dengan adanya pertimbangan bahwa vaksin polio 
dan campak sebaiknya diproduksi dalam negeri, maka diadakan kerjasama 
teknis terkait dengan produksi vaksin, penyediaan fasilitas manufaktur dan 
peralatan. BUMN perusahaan farmasi PT. Bio Farma terus berkembang antara 
lain bekerjasama dengan JICA melakukan pelatihan bagi negara-negara lain 
dan mengekspor vaksin polio dan campak ke luar negeri. Saat ini, PT. Bio 
Farma telah menguasai 100 persen pasar domestik untuk vaksin tersebut. Dan 
sejak tahun 2000-an, JICA telah memberikan bantuan untuk upaya penguatan 
kesehatan daerah sebagai tanggapan atas desentralisasi dan tindak lanjut 
melawan penyakit menular baru (flu burung) serta penyakit TBC. 
45
 
Di kawasan Indonesia Timur termasuk provinsi Sulawesi Selatan, 
JICA telah memberikan bantuan kerjasama teknis antara lain pencegahan 
penyakit Tuberculosis (TBC) dan Malaria di Ambon pada tahun 1969, 
pembagian Buku KIA di Sulawesi sejak tahun 1985, Pelayanan Kesehatan 
Kabupaten di Sulawesi sejak tahun 1995 dan lain sebagainya. Sedangkan 
bantuan grant (hibah) antara lain Kontrol Perkiraan Penyakit pada tahun 1984, 
Kontrol Malaria pada tahun 1988, Pembangunan Puskesmas sejak tahun 1992, 
Pelayanan Kesehatan Kabupaten di Sulawesi sejak tahun 1995, Balai 
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Pelatihan Tenaga Kesehatan pada tahun 1997 dan Kontrol Tetanus Neonatal 
sejak tahun 2000. 
C. Bantuan JICA pada Bidang Kesehatan di Sulawesi Selatan Periode 
Tahun 2007-2012 
Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pemberian bantuan 
oleh JICA pada bidang kesehatan di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan 
telah berlangsung sejak lama. Sehingga pada penelitian ini, penulis akan lebih 
memfokuskan pemberian bantuan pada bidang kesehatan di Sulawesi Selatan 
sejak tahun 2007 sampai dengan 2012. Salah satu program yang berlangsung 
pada batasan waktu tersebut adalah Program Peningkatan Kapasitas 
Manajemen Kesehatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (PRIMA 
Kesehatan). Walaupun masih berlangsung beberapa pemberian bantuan pada 
bidang kesehatan di Sulawesi Selatan yang lainnya, namun yang menjadi 
prioritas pihak JICA maupun pemerintah provinsi pada saat itu adalah 
program ini. 
Sama seperti program ODA Jepang lainnya, program ini merupakan 
hasil dari permintaan negara calon penerima dalam hal ini Indonesia, melalui 
instansi terkait yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta pihak JICA. Setelah adanya 
persetujuan dari pemerintah Jepang melalui proses project-cycle yang telah 
dijelaskan sebelumnya (lihat kembali bagan 3.2), dibentuklah program yang 
disesuaikan dengan RPJM Kementerian Kesehatan dan prioritas kerjasama 
 
 
JICA yang diantaranya Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan.  
PRIMA Kesehatan dibentuk pada tanggal 9 Januari 2007 bertempat di 
Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditandatangani 
MOU Nota Kesepahaman Program antara JICA dan 3 Kabupaten Target yaitu 
Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bulukumba. 
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh masing-masing Kepala Daerah 
Kabupaten Target dan pihak JICA yang diwakili oleh Deputy Resident 
Representative Indonesian Office, Nobuhiko Hanazato yang disaksikan oleh 
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu, H. M. Amin Syam. 
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PRIMA Kesehatan (Fase 1) mulai dilaksanakan pada Februari 2007 
sampai dengan Februari 2010 di tiga Kabupaten Target yaitu Kabupaten 
Barru, Wajo dan Bulukumba. Adapun alasan mengapa ketiga kabupaten ini 
dipilih sebagai daerah sasaran target dikarenakan ketiga kabupaten ini 
memenuhi kriteria dari JICA yaitu lokasi penerima bantuan merupakan daerah 
yang netral, bebas dari konflik, mudah untuk dijangkau serta merupakan 
daerah tipe sedang dalam artian daerah yang tidak terlalu maju namun juga 
tidak terisolir. Berikut ini merupakan wilayah-wilayah target cakupan 
program. Sebelas kecamatan dan semua desa/kelurahan dalam daftar 
kesemuanya dicakup. Kecamatan target ditentukan melalui seleksi dan 
penetapan kriteria yang di lakukan bersama. 
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Tabel 3.3: Daftar Wilayah Cakupan Program PRIMA Kesehatan 
Kabupaten Tahun 
Kegiatan 










Tanete Rilau Pekkae 10 32.493 3.249 
Barru Padongko 6 25.504 4.251 
Palakka 4 9.566 2.392 
 
2008-2009 
Tanete Riaja Ralla 4 13.218 3.305 










Ujung Loe Ujung Loe 12 36.248 3.021 
Manyampa 




Gantarang Gantarang 20 69.970 3.499 
Ponroe 








Belawa Belawa 6 17.951 2.992 
Sappa 3 12.028 4.009 




Maniangpajo Maniangpajo 8 14.482 1.810 
Gilireng Gilireng 9 9.990 1.110 
 
Total 
2007 6 9 68 181.041 2.662 
2008-2009 11 18 124 320.776 2.587 
Sumber: Laporan Penyelesaian Proyek: PRIMA Kesehatan (Program Peningkatan Kapasitas 
Manajemen Kesehatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan) Februari 2010, hal. 3. 
 
Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk model promosi 
kesehatan yang berorientasi pada masyarakat di kabupaten target. Inti dari 
model ini  yaitu mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (dalam upaya-
upaya preventif dan promotif) dengan dukungan proporsional dari institusi 











Sumber: Presentasi PRIMA Kesehatan Provincial Project Office: “Pengenalan Tentang PRIMA 
Kesehatan Fase 2” Februari 2011, hal. 4. 
 
Berdasarkan gambaran di atas dapat dilihat bahwa target utama dari 
PRIMA Kesehatan adalah masyarakat. Program ini didesain untuk 
menyediakan paket implementasi yang praktis dan lengkap serta 
memberdayakan masyarakat untuk mengambil inisiatif guna hidup yang lebih 
sehat, melalui tindakan yang preventif dan promotif untuk kesehatan. Gerakan 
masyarakat ini dikenal dengan “Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar” atau 
PHCI (Primary Health Care Improvement). Dalam rangka meningkatkan 
kesehatan masyarakat, adalah sangat penting kesadaran masyarakat itu sendiri 
untuk mengambil inisiatif dan mengidentifikasi permasalahan mereka serta 
mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang 
 
 
mampu mereka lakukan. Adapun yang menjadi landasan untuk meningkatkan 
layanan kesehatan masyarakat (PHCI) adalah manajemen yang berbasis 
masyarakat, partisipasi masyarakat dan desentralisasi. 
Sesuai dengan tujuan utama program yaitu pemberdayaan sosial 
masyarakat, tenaga ahli JICA  
Terdapat beberapa prinsip penting dalam model PRIMA Kesehatan 
yaitu sebagai berikut: 
1. Merupakan “Paket Lengkap” namun sederhana, untuk menyelesaikan 
siklus peningkatan melalui learning by doing dengan adanya pelatihan, 
praktek dan dukungan fasilitas.  
2. Menyeimbangkan antara pemberdayaan masyarakat dan dukungan yang 
proporsional dari pemerintah. 
3. Masyarakat benar-benar selaku “Pemilik” Program dengan 
mengidentifikasi masalah, memutuskan solusi, melaksanakan serta menilai 
dan mengevaluasi proyek yang dilaksanakan.  
4. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas sebagai nilai standar.  
5. Cakupan universal kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat di 
wilayah daerah target. 
Dengan adanya PRIMA Kesehatan, diharapkan dapat mendorong tiap 
desa untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab bagi peningkatan layanan 
kesehatan dasar mereka sendiri melalui serangkaian kegiatan yang bersifat 
learning by doing, sehingga semua anggota masyarakat benar-benar menjadi 
 
 
pemilik kegiatan tersebut. Berikut ini merupakan organisasi atau badan yang 
dibentuk untuk melaksanakan program ini: 
1. Tim PHCI Desa/Kelurahan. Tim ini merupakan kelompok masyarakat 
yang mewakili masyarakat di tingkat pedesaan. Tim ini terdiri dari 
beberapa kelompok masyarakat termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, 
perwakilan dusun, pegawai kesehatan, guru dan perwakilan dari kantor 
desa. 
2. Tim PHCI Kecamatan. Tim ini adalah kelompok dari perwakilan 
masyarakat di tingkat kecamatan. Tim ini terdiri dari beberapa kelompok 
masyarakat termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dusun, 
pegawai kesehatan, guru dan perwakilan dari kantor kecamatan. 
3. Tim Implementasi Kabupaten (TIK). Tim ini merupakan dinas yang 
bertanggung jawab terhadap implementasi PRIMA Kesehatan. Tim ini 
terdiri dari personil Dinas Kesehatan (termasuk Puskesmas) dan 
BAPPEDA. 
Adapun mekanisme PRIMA Kesehatan adalah sebagai berikut: 
1. Tim PHCI Kecamatan dan Desa menyusun perencanaan dan membuat 
proposal. 
2. TIK memeriksa proposal tersebut. 
3. Setelah proposal disetujui, Dinas Kesehatan Kabupaten mencairkan dana 
block grant (pada program berjalan, dana ini berasal dari JICA). 
 
 
4. Tim PHCI Kecamatan dan Desa melaksanakan kegiatan berdasarkan 
proposal mereka dengan menggunakan dana block grant dan tambahan 
dana dari mereka sendiri (swadaya). 
5. TIK memonitor kegiatan mereka.Pada akhir periode, TIM PHCI 
Kecamatan dan Desa menyiapkan dan mengumpulkan Laporan Kegiatan 
dan Laporan Keuangan. 
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Adapun penjabaran program kegiatan-kegiatan PRIMA Kesehatan 
adalah sebagai berikut: 
1. Melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dasar 
berdasarkan proposal yang diusulkan melalui perencanaan partisipatif di 
tingkat masyarakat. 
2. Berdasarkan pengalaman untuk melaksanakan PHCI, dibuat sebuah model 
kegiatan PHCI partisipatif yang akan menjadi paker operasional dari 
sebuah kerangka kerja kelembagaan dan pengembangan kapasitas Dinas 
Kesehatan Kabupaten. 
3. Mengembangkan pedoman dan manual yang dibutuhkan untuk paket 
kegiatan yang telah disebutkan di atas. 
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Diagram 3.1: Rencana dan Proposal PHCI (Primary Health Care 
















 74 Rencana PHCI 
 320 Kegiatan 
Sumber: Presentasi PRIMA Kesehatan Provincial Project Office: “Pengenalan Tentang 
PRIMA Kesehatan Menuju Fase 2” Februari 2011, hal. 7. 
 
Berdasarkan diagram rancangan dan proposal PHCI pada tahun 2007, 
dapat dilihat bahwa yang perlu menjadi prioritas dalam terlaksananya program 
ini adalah peningkatan layanan kegiatan posyandu yang mencapai 29% pada 
prioritas pertama kemudian sanitasi lingkungan yang mecapai 23%. Kasusu-
kasus yang lain perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program adalah 










Diagram 3.2: Rencana dan Proposal PHCI (Primary Health Care 









 135 Rencana PHCI 
 500+ Kegiatan 
Sumber:Presentasi PRIMA Kesehatan Provincial Project Office: “Pengenalan Tentang 
PRIMA Kesehatan Menuju Fase 2” Februari 2011, hal. 8. 
 
Pada tahun 2008, yang menjadi kasus prioritas rencana dan proposal 
PHCI adalah pengadaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang mencapai 
39%. Hal ini dikarenakan masih tingginya kasus diare yang disebabkan oleh 
kurangnya pengadaan air bersih dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk 
menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian kegiatan posyandu yang telah 
mengalami peningkatan dari tahun 2007 masih dianggap perlu dijadikan 
prioritas dalam pengadaan program. Masalah kesehatan lainnya yaitu promosi 
tentang pentingnya kesehatan, pencegahan penyakit, MCH, kesehatan sekolah, 






Diagram 3.3: Rencana dan Proposal PHCI (Primary Health Care 




 135 Rencana PHCI 
 500+ Kegiatan 
Sumber:Presentasi PRIMA Kesehatan Provincial Project Office: “Pengenalan Tentang Menuju 
Fase 2 PRIMA Kesehatan” Februari 2011, hal. 8. 
 
Rencana dan proposal PHCI pada tahun 2009 pada kurang lebih sama 
dengan pada tahun 2008, dimana pengadaan air bersih masih menjadi prioritas 
utama kemudian kegiatan posyandu pada peringkat kedua. Masalah kesehatan 
lainnya juga kurang lebih sama pada tahun 2008. Kegiatan yang dilakukan 
berupa mencari dan mengembangkan model yang berorientasi pada kebutuhan 
masyarakat dan oleh masyarakat. Adapun kegiatan program dijabarkan 
sebagai berikut: 
1. Melaksanakan kegiatan PHCI berdasarkan proposal yang telah diusulkan 
melalui perencanaan partisipatif di tingkat masyarakat. 
2. Berdasarkan pengalaman untuk melaksanakan kegiatan PHCI, dibuat 
sebuah model yang akan menjadi paket operasional dari sebuah kerangka 

























3. Mengembangkan pedoman dan manual yang dibutuhkan untuk paket 
kegiatan yang telah disebutkan di atas. 
Output dari rancangan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini berupa 
sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan 
lingkungan, pembangunan jamban keluarga, tempat sampah, bak 
penampungan air bersih dan lain sebagainya. 
Sangat penting membentuk sebuah model promosi kesehatan yang 
akan menggantikan model yang lama dan sesuai dengan desentralisasi. Di 
samping itu, PRIMA Kesehatan mendukung kebijakan Kesehatan Gratis di 
Sulawesi Selatan. Model ini mendorong masyarakat untuk mengupayakan 
perilaku sehat yang berarti secara langsung mengurangi tingkat kesakitan dan 
mengurangi beban ekonomi pemerintah dalam rangka memberikan PHCI. 
Pada fase pertama, program ini merupakan sebuah model yang 
berorientasi masyarakat. PRIMA Kesehatan yang berakhir pada Februari 2010 
dianggap berhasil dan sangat efektif dalam rangka perubahan perilaku 
kesehatan masyarakat. Walaupun demikian, masyarakat di wilayah kabupaten 
target merasa masih perlu pengarahan dari pihak JICA dalam terlaksananya 
program. Sehingga pada November 2010 berdasarkan permohonan dari 
masyarakat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan kepada pihak JICA untuk melanjutkan kerjasama, dibentuklah PRIMA 




Tujuan dari PRIMA Kesehatan Fase 2 pada dasarnya masih sama 
dengan PRIMA Kesehatan Fase 1. Jika pada Fase sebelumnya, pihak JICA 
dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih mencari dan 
mengembangkan model yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat untuk 
masyrakat, pada fase kedua ini lebih kepada menginternalisasikan dan 
menyelaraskan mekanisme  peningkatan kesehatan dasar masyarakat dengan  
inisiatif dari masyarakat, dalam sistem dukungan reguler yang tersedia di 
daerah. Dengan kata lain, PRIMA Kesehatan Fase 2 ini bertujuan untuk 
meningkatkan model yang telah ada. 
Setelah dilakukan perancangan, dimulai pada tahun 2011 dilaksanakan 
kegiatan yang fokus pada penguatan sistem perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan kesehatan yang berorentasi pada masyarakat. Mulai dari tingkat 
pengelolaan program di kabupaten, fasilitasi masyarakat di kecamatan 
maupun puskesmas hingga ke pelaku dan penerima manfaat di desa/kelurahan. 
Berikut ini merupakan lokasi implementasi PRIMA Kesehatan Fase 2: 
Tabel 3.4: Lokasi Implementasi PRIMA Kesehatan Fase 2 
Sumber: Presentasi PRIMA Kesehatan Provincial Project Office: “Gambaran Umum PRIMA 
Kesehatan Fase 2” Februari 2011, hal. 4. 
 
Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa wilayah kabupaten target PRIMA 
Kesehatan Fase 2 masih sama dengan wilayah target fase sebelumnya.  
 Kabupaten Barru Bulukumba Wajo Total 
Siklus I 
(2011) 
Kecamatan 5 10 13 28 
Desa 29 99 128 256 
Kelurahan 11 27 0 38 
Puskesmas 7 18 20 45 
Siklus II 
(2012-dst)  
Kecamatan 7 10 14 31 
Desa 40 109 128 277 
Kelurahan 14 27 48 89 
Puskesmas 10 18 23 51 
 
 
Berikut ini merupakan tahapan kegiatan utama PRIMA Kesehatan 
Fase 2 pada tahun 2011 dan 2012 sampai saat ini: 
Tabel 3.5: Tahapan Kegiatan Utama PRIMA Kesehatan pada Tahun 
2011 
Waktu Tahap Kegiatan 
Februari-Maret PERSIAPAN  Sosialisasi 





 Pelatihan perencanaan 








 Pengajuan usulan ke pemerintah desa 
 Pembuatan anggaran dan rencana kerja 







 Pelatihan pengelolaan keuangan oleh Tim 
Kabupaten 
 Pencairan Dana oleh Kabupaten 





 Workshop pelaporan kegiatan 
 Evaluasi internal 
 Pembuatan laporan 
Sumber: Presentasi PRIMA Kesehatan Provincial Project Office: “Pengenalan Tentang PRIMA 
Kesehatan Menuju Fase 2” Februari 2011, hal. 23. 
 
Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa tahapan kegiatan 
utama setiap tahunnya adalah sama yaitu dimulai dengan pengembangan 
rencana, pengajuan dan penilaian usulan, implementasi kegiatan dan diakhiri 
dengan evaluasi. Yang menjadi perbedaan adalah adalah pada awal tahun 
2011 dilakukan perencanaan terlebih dahulu. 
Mengenai sumber pembiayaan kegiatan program ini, terdapat 





















Kabupaten  Desa Kelurahan 
Fase 1 
(2007-2010) 




















Sumber: Presentasi PRIMA Kesehatan Provincial Project Office: “Gambaran Umum PRIMA 
Kesehatan Fase 2” Februari 2011, hal. 11. 
 
Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat bahwa sumber pembiayaan proyek 
pada pelaksanakan PRIMA Kesehatan Fase 1 sebagian besar merupakan 
bantuan grant (hibah) dari pihak JICA. Jumlah grant terbatas dan disesuaikan 
dengan kondisi masing-masing desa/kelurahan di wilayah target. Hal ini 
dikarenakan pada awal pelaksanaannya, inisiatif dari masyarakat masih sangat 
kurang mengenai masalah kesehatan. Sehingga pihak JICA merasa perlu untuk 
memberikan modal dalam pelaksanaan kegiatan untuk menarik perhatian dari 
masyarakat. 
48
 Dana lain bersumber dari anggaran APBD (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah) melalui RKA SKPD (Rencana Kerja dan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang telah disediakan dan sisanya 
berasal dari swadaya masyarakat. Lain halnya pada pelaksanan fase kedua 
yang dimulai pada tahun 2011 sampai dengan seterusnya. Sumber pembiayaan 
program sebagian besar bersumber dari APBD pemerintah kabupaten target 
dan dana yang bersumber dari swadaya masyarakat desa/kelurahan. 
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Perlu digaris bawahi bahwa PRIMA Kesehatan ini merupakan 
program pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam hal ini Provinsi 
Sulawesi Selatan) yang dirancang berdasarkan kebijakan pembangunan di 
bidang kesehatan. Walaupun demikian, pihak JICA tetap memegang andil 
dalam terlaksana proyek ini khususnya pada fase pertama. Lebih jelasnya 
berikut ini nama-nama tim tenaga ahli JICA: 
Tabel 3.7: Tim Tenaga Ahli JICA pada PRIMA Kesehatan Fase 1 
No. Tugas Nama Afiliasi MM Ditugaskan 
ke Indonesia 





2 Wakil Ketua / Pembangunan Wilayah / 




3 Pembangunan Wilayah (2) / 
Perencanaan Mikro (2) 
Emi Ogata IDCJ 7.83MM 











6 Pelaksanaan dan Supervisi Survei Dasar 









8 Administrasi Kesehatan / Kesehatan 




9 Pemberdayaan Masyarakat / 








Sumber: Diolah sendiri berdasarkan Laporan Penyelesaian Proyek PRIMA Kesehatan (Program 
Peningkatan Kapasitas Manajemen Kesehatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan) 
Februari 2010. 
Tim ahli JICA terdiri dari anggota IDCJ (International Development 
Center of Japan) dan HANDS (Health dan Development Service). IDCJ 
merupakan organisasi milik pemerintah Jepang yang fokus pada isu 
pembangungan. Adapun HANDS merupakan organisasi non-profit yang 
 
 
berasal dari Jepang. Organisasi ini melakukan kerjasama internasional dalam 
pembangunan kapasitas sistem kesehatan dan kemanusiaan. 
Selain itu, dalam proyek ini dilakukan pula pelatihan kepada anggota 
tim PHCI desa/kelurahan, puskesmas, kecamatan atau kabupaten target. 
Pelatihan tersebut antara lain “Training Program for Young Leaders” Health 
and Medical Service (Public Health) yang berlangsung pada 11 sampai dengan 
28 November 2008 dan “Training Program for Young Leaders” Health and 
Medical Service (Health System) Community-based Health Operation and 


















ANALISIS BANTUAN JICA PADA BIDANG KESEHATAN DI 
SULAWESI SELATAN 
Pemberian bantuan JICA dalam program ini merupakan tipe bantuan 
teknis. Tenaga ahli JICA merupakan tim yang terdiri dari anggota IDCJ 
(International Development Center of Japan) dan HANDS (Health dan 
Development Service). Tim ini merupakan pendamping teknis yang bertugas 
untuk mendampingi stakeholder pemerintah provinsi serta pemerintah 
kabupaten wilayah target. Adapun stakeholder kabupaten yang dimaksud 
disini berupa Tim Implementasi Kabupaten yang terdiri dari staff Dinas 
Kesehatan Kabupaten (termasuk puskesmas) dan BAPPEDA, Tim PHCI 
Kecamatan serta Tim PHCI Desa/Kelurahan. 
Disini dapat dilihat bahwa interaksi antar aktor yang terjadi dalam 
program pemberian bantuan ini bukan hanya antar aktor internasional saja 
yaitu organisasi internasional pemerintah atau negara tapi juga dengan aktor 
lokal negara penerima bantuan. Sesuai dengan salah satu pendekatan bantuan 
pembangunan yaitu tipe bantuan oxfam. Adapun yang menjadi ciri dalam tipe 
bantuan pembangunan ini adalah bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat 
lokal negara penerima untuk menentukan kebutuhan mereka sendiri dan untuk 
melaksanakan proyek pembangunan. 
49
 Berikut ini merupakan dampak dan 
prospek dalam pemberian bantuan JICA dalam program PRIMA Kesehatan: 
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A. Dampak Pemberian Bantuan 
1. Tercapainya Tujuan Pemberian Bantuan ODA Jepang 
Pemberian bantuan asing pada umumnya tidak ditujukan untuk 
kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip 
kemanusian dan juga pembangunan ekonomi jangka panjang. Begitu pula 
halnya dengan pemberian bantuan ODA Jepang yang disalurkan melalui JICA 
pada bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Baik pemerintah 
Jepang maupun pemerintah Indonesia khususnya provinsi Sulawesi Selatan 
menerima dampak bagi kepentingan nasional masing-masing negara. 
Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Budiono Kusumohadimidjojo 
bahwa: 
“Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerja sama di antara kedua 
negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di 
seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian 
dengan memperhatikan keamanan politik, kebudayaan, dan struktur 
ekonomi”.50 
 
Pernyataan di atas menjelaskan bahwa hubungan bilateral terjalin karena 
adanya kepentingan yang ingin dicapai masing-masing negara baik itu dalam 
bidang pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi maupun budaya. 
Pemberian bantuan Jepang melalui JICA kepada pemerintah Indonesia 
merupakan salah satu dari bentuk implementasi hubungan bilateral antar 
kedua negara. 
JICA merupakan organisasi resmi milik pemerintah dimana 
kementerian atau institusi pemerintah Jepang yang terkait, memiliki pengaruh 
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yang sangat penting dalam kebijakan pemberian bantuannya. Semua 
pemberian bantuan ODA Jepang khususnya ODA Bilateral harus dimulai dari 
pengajuan dan permintaan calon negara penerima kepada pemerintah Jepang. 
Kebijakan ini disebut dengan yosei-shugi, yang pada dasarnya juga merupakan 
bagian dari sistem project-cycle (lihat kembali bagan 3.2). Sedangkan untuk 
ODA tipe kerjasama teknis tidak ada project-cycle. Hal ini disebabkan karena 
kerjasama teknis hanya mengurusi bidang pelatihan ataupun hal-hal yang 
berhubungan dengan teknis, bukan berupa proyek, seperti tipe ODA lainnya. 
Oleh karena itu kerjasama teknis bisa dikatakan hanyalah menjadi bagian dari 
proses project-cycle tersebut. Hal ini menandakan bahwa pemberian bantuan 
melalui JICA tidak hanya sekedar pemberian bantuan atas dasar kemanusiaan 
dan perdamaian dunia semata, tapu juga memiliki motif atau kepentingan 
tertentu yang ingin dicapai di negara penerima, termasuk Indonesia. 
Pemberian bantuan asing pada umumnya tidak ditujukan untuk 
kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk pembangunan ekonomi 
jangka panjang. Dalam jangka panjang, bantuan asing dimaksudkan untuk 
membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat 
dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan publik semata. 
Akan tetapi, pada umumnya negara donor mengatasnamakan motivasi moral, 
kemanusiaan dan perdamaian dunia dalam melaksanakan misinya. 
Adapun M. Mossadeq Bahri dalam jurnal disertasinya yang berjudul 
“International Aid for Development? An Overview Japanese ODA to 
Indonesia.” menyebutkan bahwa: 
 
 
“Setidaknya terdapat lima tujuan yang mempengaruhi kebijakan 
pemerintah Jepang dalam pemberian bantuan melalui ODA yaitu 
antara lain untuk memacu proses rekontruksi pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi Jepang, untuk membangun hubungan 
diplomatik Jepang dengan negara tetangga (negara penerima bantuan), 
untuk mempertahankan sistem politik, ekonomi dan sosial serta 
menstabilkan kebijakan pemerintahan negara penerima bantuan 
sehingga menguntungkan bagi pemerintah Jepang, untuk 
meningkatkan pendapatan per-kapita di Jepang yang berasal dari 
proyek-proyek bantuan asing dan untuk menegaskan pengaruh Jepang 
dan kepemimpinannya bagi masyarakat dunia.” 51 
 
Disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan tersebut, penulis 
mencoba mengaitkan dengan fenomena yang terjadi bahwa memang 
pemerintah Jepang memandang Indonesia sebagai negara penting baik secara 
politik maupun ekonomi jika dilihat dari kerjasama pada berbagai bidang yang 
telah terjalin hingga saat ini. Selain itu, Jepang juga menganggap Indonesia 
memiliki posisi yang penting secara geografis untuk kepentingan lintas 
transportasi laut Jepang, khususnya dalam memasok keperluan akan minyak 
dan gas bumi serta komoditas lainnya dari Indonesia, khususnya di provinsi 
Sulawesi Selatan. Berdasarkan data statistik yang ada ditemukan bahwa dari 
tahun ke tahun, Jepang merupakan negara penerima ekspor sumber daya alam 
terbesar yang berasal dari Sulawesi Selatan. 
Selain itu, pemberian bantuan JICA hingga ke pelosok daerah seperti 
ini tentu menguntungkan bagi pihak pemerintah Jepang dalam 
mempertahankan sistem politik, ekonomi dan sosial serta menstabilkan 
kebijakan pemerintahan negara penerima bantuan sehingga menguntungkan 
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bagi pemerintah Jepang. Pihak Jepang menjadi lebih mengerti dengan seluk 
beluk pemerintahan Indonesia hingga pada tingkat desa maupun kelurahan 
dan tentu saja ini sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan hubungan 
diplomatik yang dilakukan antara pemerintah Jepang dengan pemerintah 
Indonesia. 
2. Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pelaku 
Aktif dalam Kegiatan Pelayanan Kesehatan 
Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa dalam memberikan 
bantuannya, JICA selalu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah 
negara penerima bantuan. Begitu pula halnya dengan PRIMA Kesehatan yang 
terbentuk atas dasar Country Assistance Strategy (CAS) Jepang untuk 
pemerintah Indonesia dan prioritas kerjasama JICA di Indonesia yang 
menghasilkan program peningkatan pemberdayaan sosial. CAS disusun sesuai 
dengan arahan yang tercatum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah). Adapun strategi bantuan tersebut mengacu pada pencapaian tiga 
pilar tujuan pembangunan utama yaitu pertumbuhan berkelanjutan yang 
digerakkan oleh sektor swasta, pembangunan masyarakat yang demokratis dan 
berkeadilan serta perdamaian dan stabilitas dan berupaya membantu 
semaksimal mungkin inisiatif pemerintah Indonesia dalam mendorong 
kemandiriannya dalam pembangunan. Program peningkatan pemberdayaan 
sosial ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada 
bidang yang dianggap vital dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kesehatan 
dan pendidikan. Pada bidang kesehatan dibentuklah PRIMA Kesehatan ini. 
 
 
Jadi pada dasarnya, pihak JICA lebih kepada membantu pemerintah dalam 
mensukseskan programnya. 
Berdasarkan hal tersebut, maka pihak JICA dan pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan lebih menitikberatkan agar masyarakat dapat mandiri dalam 
artian menentukan sendiri kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan sesuai 
dengan kebutuhan atau kasus-kasus kesehatan yang dialami masyarakat di 
wilayah target itu sendiri. Masyarakat kemudian mengajukan proposal 
Primary Health Care Improvement (PHCI) atau yang dikenal juga dengan 
Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar. Dari data tahun 2007 sampai dengan 
tahun 2009 yaitu pada PRIMA Kesehatan fase pertama ditemukan bahwa 
yang menjadi prioritas yaitu adalah pengadaaan air bersih, sanitasi lingkungan 
dan kegiatan posyandu. Sehingga output dari rancangan kegiatan yang 
dilaksanakan pada program ini berupa sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan, pembangunan 
jamban keluarga, tempat sampah, bak penampungan air bersih dan lain 
sebagainya. 
Menurut Mudatsir, Ketua Kelompok Kerja Desa Kamiri Kecamatan 
Balusu Kabupaten Barru menyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan 
sebelumnya melalui proses identifikasi masalah yang telah diketahui masalah 
berdasarkan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat di desa atau kelurahan 
yang didukung oleh data dari puskesmas. Kegiatan-kegiatan yang 
direncanakan telah dipilih sesuai dengan skala prioritas yang disepakati oleh 
Kelompok Kerja Desa melalui musyawarah dengan melibatkan masyarakat. 
 
 
Serta terdapat juga peningkatan pada parsitipasi masyarakat melalui proses 
identifikasi masalah, proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk 
pemecahan masalah sektor kesehatan sejak PRIMA Kesehatan dimulai. 
52
 
Disini dapat dilihat bahwa program ini telah mengubah pola pikir 
masyarakat yang sebelumnya setiap kegiatan di bidang kesehatan merupakan 
hasil bentukan dari instansi pusat. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan 
bahwa masalah tersebut bukan tanggung jawab mereka melainkan instansi 
terkait. Dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada program ini, timbul 
kesadaran masyarakat untuk menentukan sendiri kegiatan yang akan 
dilakukan berdasarkan permasalahan kesehatan yang mereka alami sendiri 
serta setelah adanya sosialasi dan dampingan dari pihak JICA menjadi lebih 
mandiri dalam mengambil inisiatif dan tanggung jawab bagi peningkatan 
layanan kesehatan dasar mereka sendiri melalui serangkaian kegiatan yang 
bersifat learning by doing. 
Selain itu, masyarakat desa di wilayah kabupaten target membentuk 
Tim PHCI pada tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan yang menandakan 
semua anggota masyarakat benar-benar menjadi pemilik kegiatan tersebut. 
Tentu saja ini menandakan bahwa tujuan awal pembentukan PRIMA 
Kesehatan telah tercapai yaitu untuk meningkatan pemberdayaan sosial 
masyarakat pada bidang yang dianggap vital dalam kehidupan bermasyarakat 
yaitu kesehatan. 
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Dengan menggunakan pendekatan developmentalisme, penulis melihat 
bahwa fenomena pemberian bantuan ini sebagai alernatif yang dilakukan oleh 
negara penerima bantuan. Dalam hal ini, realitas pembangunan berkait erat 
dengan peran penting pemerintah sebagai penyelenggara. Di hampir seluruh 
Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, penafsiran konsep pembangunan dipahami 
sebagai perbaikan umum dalam standar hidup. Pandangan seperti inilah yang 
kemudian memposisikan pemerintah sebagai subjek pembangunan dan 
memperlakukan masyarakat sebagai objek, penerima, klien dan partisipan 
pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang kesehatan ini. 
3. Mengoptimalkan Kinerja Stakeholder di Wilayah Kabupaten Target 
(Barru, Wajo dan Bulukumba) 
K.J. Holsti membagi empat macam tipe utama bantuan asing, yaitu 
bantuan militer, bantuan teknik, grants (hibah dan program impor komoditi) 
dan pinjaman pembangunan. 
53
 Pemberian bantuan PRIMA Kesehatan ini 
dikategorikan sebagai bantuan tipe teknik. Bantuan teknik lebih ditujukan 
untuk menyebar luaskan pengetahuan dan keahlian tertentu dari negara-negara 
industri atau negara maju yang dikirim keluar negeri sebagai penasehat dalam 
berbagai macam proyek. Dampak program semacam ini bisa sangat luas, 
khususnya di daerah pedalaman dan biayanya relatif lebih rendah. Jadi negara-
negara yang lebih kuat seperti Jepang memberikan sejumlah program bantuan 
asing yang masing-masing ditujukan untuk memenuhi berbagai tujuan yang 
berbeda. Bantuan teknis lebih ditujukan bagi pembangunan ekonomi jangka 
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panjang, khususnya pembangunan sosial.  Pihak JICA yang merupakan tenaga 
ahli yang terdiri dari IDCJ (International Development Center of Japan) dan 
HANDS (Health dan Development Service) bertugas mendampingi Tim 
Implementasi Kabupaten wilayah target dan Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
Hal yang sering menjadi faktor penghambat dalam terlaksananya 
program pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan sosial yaitu 
kurangnya komunikasi yang baik antara para pemangku kepentingan, baik itu 
pada tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa atau kelurahan. Program 
PRIMA Kesehatan ini melibatkan stakeholder tingkat SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah) yang meliputi Dinas Kesehatan (termasuk di dalamnya 
puskesmas), BAPPEDA, BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) dan 
BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa). 
Menurut salah satu anggota TIK (Tim Implementasi Kabupaten) Wajo, 
Anna Widyastuti mengatakan bahwa: 
“Melalui program ini menimbulkan perubahan dalam dukungan teknis 
antara pihak puskesmas, kecamatan dan kabupaten berupa terjalinnya 
komunikasi  TIK dengan fasilitator kabupaten dan fasilitator 
kecamatan. Selain itu adanya komunikasi pihak kecamatan dan TIK 
saat kegiatan pelatihan-pelatihan dilakukan dalam bentuk monitoring 
oleh TIK. Dampak lain yang ditimbulkan yaitu adanya kolaborasi atau 
kerjasama yang baik antara stakeholder tingkat SKPD. Selain itu, 
setiap bulannya dilaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan 
konsultan lapangan sebagai perwakilan dari puskesmas dan kecamatan 
serta semua anggota TIK (Dinas Kesehatan, BAPPEDA, BPKD, 
BPMPD) untuk membahas berjalannya kegiatan, kendala-kendala 
yang dihadapu serta rencana kerja yang tidak lanjut. Terdapat pula 
 
 
peningkatan sumber daya manusia ditingkat kabupaten yang 
sebelumnya telah mengikuti Training of Trainer” 54 
 
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya 
pendampingan dari JICA, program pemberian bantuan tidak hanya berdampak 
langsung bagi masyarakat tetapi juga para pemangku kepentingan yang 
bertanggung jawab atas terlaksananya program pemerintah. 
Pada tingkat kecamatan, terdapat pula perubahan yang terjadi dan 
berdampak langsung kepada pelayanan kesehatan masyarakat. Sesuai dengan 
yang diutarakan oleh Anjas Marhadi, Kepala Puskesmas Tanete Kecamatan 
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba bahwa terdapat peningkatan komunikasi 
antara pihak kecamatan dengan masyarakat saat monitoring kegiatan. 
Kemudian masyarakat tertentu sebagai sasaran penerima manfaat 
berkepentingan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak 
kecamatan terkait dengan kegiatan sesuai kebutuhan mereka. 
Selain itu, dilaksanakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh puskesmas 
yaitu loka karya mini yang melibatkan UPTD tingkat kecamatan. Dalam loka 
karya mini ini, sebelumnya kelompok kerja desa tidak terlibat. Namun setelah 
adanya PRIMA Kesehatan, maka pada kegiatan loka karya mini lintas sektor 
telah melibatkan kelompok kerja desa. Sehingga semua pihak mengetahui 
persoalan atau masalah kesehatan dasar di desa atau kelurahan melalui forum 
loka karya mini tersebut, dan tentunya dengan adanya kegiatan seperti ini 
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Sesuai dengan data yang didapatkan, JICA juga memberikan 
pelatihan-pelatihan kepada anggota tim PHCI desa/kelurahan, puskesmas 
wilayah target. Sehingga mereka dapat mengerti dengan baik apa tanggung 
jawab dan memahami inti dari PRIMA Kesehatan sebagai program 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki derajat 
kesehatan masyarakat. 
Inti dari program ini sesuai dengan misi JICA yaitu menyediakan 
dukungan terhadap pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), 
pengembangan kapasitas, peningkatan kebijakan dan institusi, serta 
penyediaan prasarana sosial dan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan, 
menawarkan bantuan bagi peningkatan berbagai pranata atau perangkat dasar 
yang dibutuhkan oleh sebuah pemerintahan, serta berbagai sistem pelayanan 
umum yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat secara efektif, serta 
dukungan bagi pengembangan institusi dan SDM yang diperlukan untuk 
mengelola berbagai pranata tersebut serta pencapaian ketahanan manusia, 
mendukung berbagai upaya dalam rangka peningkatan kapasitas sosial dan 
institusi serta peningkatan kemandirian dan kemampuan diri manusia dalam 
menghadapi berbagai ancaman dan membangun masyarakat untuk dapat hidup 
secara bermartabat. 
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Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 
merupakan prioritas kerjasama JICA dalam memberikan bantuannya di 
negara-negara bekembang, dalam hal ini Indonesia. Dimana program ini, 
bukan hanya meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan 
saja tetapi juga pemangku-pemangku kepentingan pemerintahan daerah. 
Penulis kembali mengaitkan pemberian bantuan asing ini dengan pendekatan 
developmentalisme, dimana developmentalisme dalam konteks ekonomi 
internasional dapat dipahami sebagai ide-ide yang dipusatkan pada 
pembangunan ekonomi di ranah perpolitikan berupa institusi-institusi politik 
dan juga sebagai sarana yang digunakan dalam membangun legitimasi di 
ranah politik. Pembangunan yang dilakukan lebih sesuai dengan kebutuhan 
dan aspirasi masing-masing daerah wilayah target. 
Berdasarkan data yang didapatkan, penulis menyimpulkan bahwa 
dampak yang diharapkan baik pemerintah provinsi Sulawesi Selatan maupun 
JICA sesuai dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Tenaga ahli JICA 
mendampingi pemerintah wilayah target dalam penyusunan rencana kegiatan 
dan mengikutsertakan masyarakat dalam memberikan aspirasi tentang 
masalah-masalah apa serta apa yang menjadi prioritas kebutuhan meraka 
dalam bidang kesehatan sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan tepat 
sasaran. 
Program pemberian bantuan asing seperti ini tentu saja memiliki motif 
kepentingan tersendiri yang ingin dicapai oleh negara donor dibalik pemberian 
bantuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Jepang memang 
 
 
menganggap Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi penting dalam 
ranah politik, ekonomi maupun letak geografisnya. Di sisi lain, bukan hanya 
Jepang saja yang mencapai kepentingan nasionalnya melalui pemberian 
bantuan ini tetapi juga Indonesia sebagai negara penerima bantuan. Mengacu 
pada rencana pembangunan dan desentralisasi di Indonesia, JICA membantu 
pemerintah Indonesia dalam mendorong kemandiriannya dalam 
pembangunan. Walaupun pada awalnya pemerintah Indonesia dalam hal ini 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan campur tangan pihak 
JICA untuk meningkatkan efektifitas pemberdayaan sosial masyarakatnya, 
namun seiring dengan berjalannya program, masyarakat maupun dilatih untuk 
mandiri. Misalnya dalam bidang pendanaan program, pada fase pertama dana 
sebagian besar berasal dari block grant JICA namun pada fase kedua dana 
bersumber dari dana APBD yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten 
wilayah target. 
Baik pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia khususnya Provinsi 
Sulawesi Selatan mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing melalui 
kerjasama pemberian bantuan ini. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh D. 
Krisna bahwa hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan 
adanya hubungan saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik 
antara kedua pihak. 
56
 Dalam pernyataan ini, dijelaskan bahwa hubungan 
bilateral terjalin dikarenakan adanya motif-motif kepentingan. Kata timbal 
balik menekankan pada adanya aksi reaksi dalam hubungan bilateral. Dalam 
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konteks negara, hubungan timbal balik diartikan sebagai win-win solution 
dimana kepentingan masing-masing negara terpenuhi. 
B. Prospek Pemberian Bantuan 
1. Peluang Pemberian Bantuan 
Mengenai peluang pemberian bantuan JICA pada bidang kesehatan di 
Sulawesi Selatan khususnya dalam program PRIMA Kesehatan ke depannya, 
dapat dilihat dari tujuan awal pelaksanaan program yaitu bagaimana 
tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang pemerintah Indonesia, dalam 
hal ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif pembangunan. Program 
PRIMA Kesehatan ini memang menarik karena program ini tidak hanya fokus 
dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat semata tetapi juga untuk 
memberdayakan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam kegiatan-kegiatan 
pelayanan kesehatan tersebut. Seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya 
bahwa program pemberian bantuan ini dianggap berhasil dalam mencapai 
tujuan pelaksanaannya. PRIMA Kesehatan fase kedua sendiri telah berakhir 
pada bulan Maret tahun ini. Dan dari data yang didapatkan, menjelaskan 
bahwa karena keberhasilannya, program ini akan diadopsi oleh pemerintah 
wilayah kabupaten-kabupaten target walaupun tanpa campur tangan dari 
JICA. 
Anna Widyastuti, salah satu anggota Tim Implementasi Kabupaten 
Wajo menyatakan bahwa: 
“Pemerintah kabupaten berkomitmen untuk melanjutkan program ini. 
Salah satu buktinya yaitu sekarang dibentuk sekertariat di kantor Dinas 
Kabupaten Wajo. Sebelum adanya PRIMA Kesehatan memang sudah 
ada program pemerintah yang memiliki tujuan yang sama yaitu Desa 
 
 
Siaga Aktif tapi pelaksanaannya tidak optimal. Sehingga setelah 
berakhirnya PRIMA Kesehatan fase kedua, aka nada pembentukan 
program baru dan perubahan nama program menjadi Desa Siaga Prima 
Aktif dengan tujuan mengkolaborasikan kegiatan Desa Siaga Aktif 
dengan PRIMA Kesehatan. Sebagai komitmen pemerintah kabupaten 
untuk melanjutkan program ini, telah dibuat petunjuk teknis tentang 
Desa Siaga Prima Aktif dan saat ini sudah ada kabupaten non-target 
(Kabupaten Bone dan Sidrap) yang juga mengadopsi metode PRIMA 
Kesehatan ini.” 57 
 
Pemerintah Indonesia memiliki program Desa Siaga  yang pada 
dasarnya memiliki tujuan yang sama. Namun berdasarkan pendapat staf mitra 
kerja JICA dalam program PRIMA Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa pelaksanaan program Desa Siaga ini 
cenderung sering tidak dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu, PRIMA 
Kesehatan ini pada dasarnya mengisi kekurangan dari program Desa Siaga 
tersebut. 
Begitu pula halnya yang diutarakan oleh Mudatsir, Ketua Kelompok 
Kerja Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yang menyatakan 
bahwa setelah berakhirnya PRIMA Kesehatan fase kedua pada Maret lalu 
terdapat adanya komitmen masyarakat desa dan kelurahan untuk melanjutkan 
program yang didukung oleh pemerintah desa dan kelurahan karena program 
ini dianggap dapat menyelesaikan masalah-masalah kesehatan dasar di desa. 
58
 
Tim PRIMA Kesehatan berupaya untuk menghubungkan masyarakat 
dengan puskesmas setempat sehingga disusun mekanisme yang sedemikian 
rupa yang kemudian diusulkan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah 
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desa/kelurahan wilayah target melalui sistem yang ada. Seiring dengan 
berjalannya program, pihak pemerintah wilayah target menilai kegiatan yang 
dilakukan lebih efektif dibandingkan dengan pelaksanaan Desa Siaga. 
Sehingga muncul banyak permintaan dari pihak masyarakat wilayah target 
untuk melanjutkan pelaksanaan program ini. Sesuai dengan yang diutarakan 
oleh Ricky Djodjobo selaku Koordinator Provinsi PRIMA Kesehatan bahwa:  
“Di wilayah target, Kabupaten Bulukumba saat ini telah disusun 
peraturan bupati untuk melanjutkan program ini dengan diintegrasikan 
bersama pihak Dinas Kesehatan. Sedangkan dari kunjungan saya di 
Kabupaten Wajo dan Barru, mereka dalam proses penyelesaian draft 
menyangkut keberlanjutan program ini. Kedua kabupaten ini akan 
melanjutkan pembelajaran dari program ini kemudian diterapkan pada 
program lanjutan.” 59 
 
Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa walaupun 
program ini akan berakhir pada bulan Maret 2014, pemerintah kabupaten 
wilayah target telah mempersiapkan untuk melanjutkan program ini tanpa 
adanya dukungan dari pihak JICA. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan program 
PRIMA Kesehatan Fase 2 yaitu mengintegrasikan/mengalihkan input-input 
JICA ke dalam sistem yang telah ada dengan penerapan model kabupaten 
secara penuh. 
Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Kumiko Kasai, Ketua Tim 
PRIMA Kesehatan Fase 2 bahwa: 
“PRIMA Kesehatan Fase 2 ini akan berakhir pada bulan Maret 
tahun ini. Tapi sepertinya nanti akan ada rencana untuk tetap melanjutkan 
program ini di beberapa wilayah target maupun di luar target tanpa adanya 
keterlibatan dari pihak JICA lagi. Program nanti entah dengan 
menggunakan nama yang sama atau dengan nama lain. ” 60 
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Di beberapa wilayah kabupaten di luar targetpun seperti Kabupaten 
Takalar, Pangkep, Bone dan Sidrap telah membuat anggaran pemerintah 
kabupaten untuk mengadopsi pendekatan program ini tanpa adanya 
keterlibatan dari JICA. Hal ini mungkin dikarenakan, program ini diianggap 
lebih efektif dalam pemberdayaan masyarakat. 
61
 
Jadi penulis menyimpulkan bahwa, walaupun program PRIMA 
Kesehatan berakhir pada bulan Maret tahun ini, pemerintah tiga kabupaten 
wilayah target yaitu Kabupaten Bulukumba, Wajo dan Barru akan merancang 
program baru berdasarkan pembelajaran yang diperoleh dari program ini. Hal 
ini menguatkan pendapat penulis program PRIMA Kesehatan tidak akan 
diperpanjang lagi seperti yang dilakukan pada tahun 2010 ketika fase pertama 
berakhir. Tujuan awal dari program ini tentu akan dilanjutkan oleh pemerintah 
kabupaten-kabupaten tersebut karena merupakan program pembangunan 
nasional pemerintah Indonesia, tapi dengan menggunakan “kemasan” baru 
dan tanpa adanya keterlibatan dari pihak JICA. 
Program pemberian langsung ke daerah-daerah seperti ini 
menunjukkan bahwa sangat mudah bagi pemerintah Jepang untuk melakukan 
pendekatan ke masyarakat pada tingkat pemerintahan paling rendah yaitu desa 
atau kelurahan. Hal ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah Jepang 
melalui JICA telah mengetahui seluk-beluk pola pemerintahan Indonesia 
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secara rinci dan tentu saja ini sangat membantu dalam kepentingan politik 
Jepang kepada Indonesia. 
Program pemberian bantuan ini merupakan satu dari begitu banyak 
bentuk kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah Jepang dan Indonesia. 
Hal ini tentu didasari oleh adanya hubungan bilateral yang baik antara kedua 
negara. Pemberian bantuan asing seperti ini dijadikan sebagai sarana untuk 
mencapai kepentingan negara donor dalam hal ini pemerintah Jepang kepada 
negara penerima yaitu Indonesia. Di sisi lain, Indonesia yang masih 
merupakan negara berkembang menganggap pemberian bantuan seperti ini 
membantu pembangunan infrastruktur pemerintahannya. 
Jika dilihat dari hubungan yang erat antara kedua negara dan 
kerjasama yang telah terjalin hingga saat ini,  maka sangat besar kemungkinan 
masih akan berlangsung proses pemberian bantuan dari Jepang ke Indonesia 
pada bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang menjadi fokus JICA. 
Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, adanya penandatanganan 
Program Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (SSRDP) oleh Gubernur 
Sulawesi Selatan pada saat itu H.M. Amin Syam dan Pihak Kedutaan Besar 
Jepang pada tanggal 11 Mei 2006 menandakan masih adanya kemungkinan 
terbentuk program-program lain dari Jepang melalui JICA dalam membantu 
pembangunan provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dikarenakan program 
pembangunan tersebut diproyeksikan akan berlangsung sampai dengan tahun 
2015. Selain itu masih terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Jepang yang ditandai dengan 
 
 
adanya kunjungan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo beserta 
beberapa staff pemda melakukan kunjungan ke Jepang. Syahrul menyatakan 
bahwa kunjungan tersebut untuk membicarakan peluang kerjasama ekonomi 
antara Sulawesi Selatan, “…Ada udang beku, ada sejumlah produksi pertanian 
kita di Sulawesi Selatan dan sangat dibutuhkan di Jepang.” 62 kunjungan 
tersebut kemudian diapresiasi dengan baik oleh pihak Jepang dengan adanya 
pemberian hibah oleh sebuah perusahaan otomotif Toyota Matsuyama berupa 
17 unit kendaraan pemadam kebakaran dan sejumlah unit ambulans kepada 
pemerintah Sulawesi Selatan. Adanya hubungan baik ini menandakan 
besarnya peluang pemberian bantuan JICA kepada pemerintah Sulawesi 
Selatan ke depannya. 
Sesuai dengan isu utama dari kerjasama antar negara yaitu berdasarkan 
pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama 
dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan 
kompetitif. 
63
 Pernyataan ini kembali menekankan bahwa kerjasama 
internasional terjalin untuk tercapai kepentingan masing-masing negara. Baik 
pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jepang melakukan kerjasama untuk 
mencapai kepentingan masing-masing tersebut. Secara ideal, kerjasama 
internasional harus bersifat saling menguntungkan bagi kedua negara. Jadi, 
selama hubungan bilateral antara pemerintah Jepang dan Indonesia masih 
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terjaga dengan baik dan antara kedua belah pihak masih memiliki kepentingan 
nasional yang ingin dicapai satu sama lain.  
2. Tantangan yang Diperoleh dalam Pemberian Bantuan 
Walaupun program pemberian bantuan ini pada dasarnya memberikan 
dampak yang positif bagi pemberdayaan sosial masyarakat di bidang 
kesehatan, akan tetapi dalam proses pemberian bantuannya tetap saja 
tantangan yang dihadapi baik pihak JICA maupun pemerintah. Dalam 
pelaksanaan program PRIMA Kesehatan ini, campur tangan dari pihak JICA 
hanya bersifat sementara. Jika pada fase pertama pelaksanaan  program 
berdasarkan input dari JICA maka pada fase kedua, pihak JICA dan 
pemerintah provinsi mencoba untuk mencabut input-input JICA dan 
melaksanakan program berdasarkan sistem pelayanan kesehatan yang telah 
ada di wilayah target. Di sisi lain, timbul adanya sifat ketergantungan dari 
masyarakat pada pihak JICA. Sehingga pada masa transisi fase pertama yang 
berakhir pada Februari 2010 ke fase kedua yang dimulai pada November 2011 
menimbulkan tantangan tersediri bagi pihak pelaksana PRIMA Kesehatan 
yaitu bagaimana menjaga keberlanjutan model tanpa adanya ketergantungan 
dari pihak luar (JICA) 
64
. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada Oktober tahun 
2008 terjadi perubahan JICA dengan format yang baru, dimana JICA tidak 
hanya bertanggung jawab untuk kerjasama pemberian bantuan teknis tetapi 
juga bertugas dalam menyalurkan bantuan hibah, kerjasama teknik serta 
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pinjaman ODA. Perubahan tersebut memberikan dampak pada PRIMA 
Kesehatan fase pertama dimana JICA juga menyediakan  grant untuk kegiatan 
implementasi untuk masyarakat desa dan kelurahan serta kegiatan sosialisasi, 
pelatihan atau seminar. Namun pembiayaan ini hanya berlangsung sampai 
dengan fase pertama yaitu pada Februari 2010. 
Hal ini dikarenakan pada awal pelaksanaannya, inisiatif dari 
masyarakat masih sangat kurang mengenai masalah kesehatan. Sehingga 
pihak JICA merasa perlu untuk memberikan modal dalam pelaksanaan 
kegiatan untuk menarik perhatian dari masyarakat. Dengan adanya perubahan 
pada masa transisi tersebut, memberikan tantangan tersendiri dalam 
terlaksananya program. 
Menyikapi tantangan yang dalam hal pendanaan ini, strategi yang 
digunakan yaitu Strategi Internalisasi Penganggaran oleh kabupaten-
kabupaten di wilayah target. Anggaran operasional pengelola program (Tim 
Kabupaten) berupa anggaran SKPD dan anggaran yang digunakan dalam 
operasional fasilitasi kegiatan masyarakat adalah anggaran dana BOK 
Puskesmas sedangkan anggaran dana kegiatan masyarakat bersumber dari 
swadaya masyarakat sebagai berikut: 
a. Bulukumba : Dana Hibah APBD dan APBDesa/ADD 
b. Wajo : APBDesa/ADD 
c. Barru : APBDesa/ADD/ADK 65 
                                                          
65
 Presentasi PRIMA Kesehatan Provincial Project Office, Februari 2011, “Pengenalan Tentang 
PRIMA Kesehatan Fase 2”, hal. 14. 
 
 
Walaupun dengan adanya strategi ini, masih terdapat kendala yang 
menjadi tantangan dalam program PRIMA Kesehatan ini seperti yang 
diutarakan oleh Anna Widyastuti, bahwa: 
“Karena sumber dana untuk kegiatan di desa pada fase kedua berasal 
dari APBD, maka terkadang proses pencairan dananya cenderung 
lambat sehingga ada beberapa kegiatan yang tertunda 
pelaksanaannya.” 66 
 
Sudah menjadi rahasia umum jika dalam pelaksanaannya, kinerja pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah sering kali tidak optimal sehingga dalam 
mencairkan dana pembangunan maupun dana bantuan ke berbagai bidang 
tidak tepat waktu. Hal ini tentu saja berdampak buruk bagi program-program 
yang akan dilaksanakan maupun yang tengah berlangsung. Adapun penulis 
melihat bahwa pihak JICA pada kondisi ini tidak dapat melakukan sesuatu 
karena pada PRIMA Kesehatan fase kedua ini, input-input JICA  telah dicabut 
sehingga JICA tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencampuri masalah 
pengadaan dana seperti yang dilakukan pada fase pertama. 
Tantangan lain yang diperoleh dalam pelaksanaan PRIMA Kesehatan 
ini yaitu adanya beberapa anggota Tim Implementasi Kabupaten atau staff 
puskesmas yang telah dilatih menjadi fasilitator untuk kegiatan sosialisasi atau 
seminar yang dimutasi ke daerah lain. Sehingga ini menjadi faktor 
penghambat dalam terlaksananya kegiatan. 
Sesuai dengan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pembiayaan program ini pada dasarnya bersumber dari pemerintah Indonesia, 
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namun tetap saja program ini dapat dikategorikan sebagai pemberian bantuan 
asing. Karena hingga pada PRIMA Kesehatan fase kedua, pihak JICA masih 
memiliki peran dalam program ini walaupun hanya sekedar pendamping 
teknis saja. Pernyataan ini didasarkan pada definisi yang diutarakan oleh K.J. 
Holsti bahwa bantuan asing didefinisikan sebagai pemindahan dana, barang 
atau nasehat teknis dari satu negara donor kepada negara penerima yang 






















Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan yaitu : 
1. Melalui terlaksananya pemberian bantuan dalam program PRIMA 
Kesehatan ini, baik pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia 
khususnya provinsi Sulawesi Selatan mencapai kepentingannya masing-
masing. Bagi Jepang, pemberian bantuan ODA melalui JICA ini bertujuan 
untuk membangun hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia serta 
mempertahankan sistem politik, ekonomi dan sosial serta menstabilkan 
kebijakan pemerintahan negara penerima bantuan sehingga 
menguntungkan bagi pemerintah Jepang sendiri. Sedangkan bagi provinsi 
Sulawesi Selatan sendiri, pemberian bantuan ini tentunya sangat 
membantu pembangunan infrastruktur layanan kesehatan serta 
pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Adapun dampak yang diperoleh 
Provinsi Sulawesi Selatan berupa meningkatkan kapasitas pemberdayaan 
masyarakat sebagai pelaku aktif dalam kegiatan pelayanan kesehatan dan 
mengoptimalkan kinerja stakeholder di wilayah kabupaten target (Barru, 
Wajo dan Bulukumba). 
2. Peluang pemberian bantuan ini ke depannya, dapat dilihat dari tujuan awal 
pelaksanaan program yaitu bagaimana tercapainya tujuan pembangunan 
jangka panjang pemerintah Indonesia, dalam hal ini menempatkan 
 
 
masyarakat sebagai pelaku aktif pembangunan. Walaupun program ini 
telah berakhir pada bulan Maret 2014, pemerintah wilayah target maupun 
di luar target telah merancang program baru berdasarkan pembelajaran 
yang diperoleh dari program ini. Tujuan awal dari program ini tentu akan 
dilanjutkan oleh pemerintah kabupaten-kabupaten tersebut karena 
merupakan program pembangunan nasional pemerintah Indonesia, tapi 
dengan menggunakan “kemasan” baru dan tanpa adanya keterlibatan dari 
pihak JICA. Untuk peluang pemberian bantuan ODA Jepang kepada 
Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan baik pada bidang kesehatan 
maupun bidang lainnya, jika hubungan bilateral Jepang dan Indonesia 
masih terjaga dengan baik dan antara kedua belah pihak masih memiliki 
kepentingan satu sama lain, maka masih akan berlangsung proses 
pemberian bantuan asing dari Jepang ke Indonesia pada bidang kesehatan 
maupun bidang lainnya yang menjadi fokus JICA. 
3. Tantangan yang diperoleh dalam pemberian bantuan ini yaitu bagaimana 
melanjutkan program ini tanpa adanya ketergantungan dari pihak luar 
(JICA). Hal ini dikarenakan campur tangan pihak JICA hanya bersifat 
sementara. Tantangan lain yang diperoleh yaitu pada pendanaan kegiatan 








1. Penulis menyarankan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk 
memanfaatkan sebaik mungkin bantuan dari pihak luar negeri seperti JICA, 
CIDA, USAID dan lain  sebagainya, sehingga pembangunan infrastruktur 
mampu terealisasikan dengan baik. Khususnya pemberian bantuan di bidang 
pelayanan kesehatan dikarenakan, hal ini menyangkut kesejahteraan 
masyarakat. 
2. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah kabupaten-kabupaten baik 
wilayah target penerima bantuan JICA maupun diluar wilayah target untuk 
tetap melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
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